
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

P E R A T U R A N WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

T E N T A N G 

KEDUDUlCAN, SUSUNAN ORGANISAS I , T U G A S DAN F U N G S I , S E R T A TATA 

i K E R J A S E K R E T A R I A T D A E R A H KOTA GORONTALO 

D E N G A N RAHMAT TUHAN Y/iNG MAHA E S A 

WALIKOTA GORONTALO, 

Men imbang : a . bahwa berdasarkan Pasa l 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan 

S u s u n a n Perangkat Daerah , F^edudukan, S u s u n a n Organisasi , 

Tugas D a n Fungs i , Ser ta T a t a Ker ja Sekretar iat Daerah Kota 

Gorontalo d iatur dengan Peraturan Wal ikota Gorontalo; 

b. bahwa berdasarkan has i l eva luas i terhadap Peraturan Wal ikota 

Gorontalo Nomor 27 T a h u n 2016 tentang Kedudukan , S u s u n a n 

Organisas i , Tugas dan Fungs i , Ser ta T a t a Ke i j a Sekretar iat 

Daerah Kota Gorontalo t idak sesua i lagi dengjan ketentuan 

ketentuaan peraturan perunidang-undangan S 'shingga per lu 

d i l akukan penyesuaian; 1 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 

da lam h u r u f a dan h u r u f b, per lu membentuk Pera turan 

Wal ikota Gorontalo Tentang Kedudukan , S u s u n a n Organisas i , 

Tugas dan Fungs i , Ser ta Tata. Ker ja Sekretariat Daerah Kota, 

Gorontalo. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 1959 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah T ingkat I I di Su lawes i (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1959 Nomor 74, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 1822); 
i 

2. Undang-Undang Nomor 38 T a l i u n 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 
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WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 45 TAHUN 2019 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Gorontalo diatur dengan Peraturan Walikota Gorontalo, 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota 

Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat 

Daerah Kota Gorontalo tidak sesuai lagi dengan ketentuan 

ketentuaan peraturan perundang-undangan sehingga perlu 

dilakukan penyesuaian, 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Walikota Gorontalo Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota 

Gorontalo. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

| Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

| Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822), 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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T a h u n 2000 Nomor 258 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4060) ; 

3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemer intahan 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka l i 

d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2015 

Nomor 58, T a m b a h a n Lembi i ran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5679) ; 

4. Pera turan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 

Nomor 114, T a m b a h a n Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah d iubah dengan Pera turan 

Pemerintah Nomor 72 T a h u n 2019 (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6402) ; 

5. Pera turan Menteri Da l am Negtiri Republ ik Indonesia Nomor 56 

T a h u n 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Uni t Ker ja 

Sekretar iat Daerah Provinsi daja Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2019 Nomor 970) ; 

6. Pera turan Daerah Nomor 5 T a h u n 2016 tentang Pembentukan 

dan S u s u n a n Perangkat Deierah (Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo T a h u n 2016 Nomor 5, T a m b a h a n Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 191); 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N WALIKOTA GORONTALO T E N T A N G K E D U D U K A N , 

SUSUNAN ORGANISAS I , T U G A S DAN F U N G S I , S E R T A TATA 

K E R J A S E K R E T A R I A T D A E R A H KOTA GORONTALO 

B A B I 

K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Da lam Peraturan Wal ikota in i yang d imaksudkan dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 
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Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nornor 6402), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970), 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Gorontalo Nomor 191), 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG KEDUDUKAN, 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA 

KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan : 

I: Daerah adalah Kota Gorontalo. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r penyelenggara 

pemer intahan daerah yang memimpin pe laksanaan u r u s a n pemer intahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepa la Daerah ada lah Wal ikota Gorontalo. 

4. Sekretar is Daerah adalah Sekretar is Daera l i Kota Gorontalo. 

5.. Sekretar iat Daerah ada lah Sekretar iat Daerah Kota Gorontalo 

6,. Uni t Pe laksana Tekn i s se lanjutnya disebut UPT ada lah u n s u r pe laksana 

teknis pada D inas . 

7. Kelompok J a b a t a n Fungs iona l ada lah kedudukan yang m e n u n j u k a n tugas, 

tanggung j awab , wewenang, dan h a k seorang Pegawai Neg<;ri S ip i l da lam 

rangka menja lankan tugas pokok dan fungsi keah l ian dan keterampi lan 

u n t u k mencapai tu juan organisasi . 

B A B I I 

K E D U D U K A N 

Pasa l 2 
i 

Sekretar iat Daerah berkedudukan dibawahi dan bertanggung j awab kepada 
I 

Wal ikota Gorontalo. 
Sekretar iat Dae rah dip impin oleh Sekretaris. Daerah . 

Pasa l 3 

Sekretar iat Daerah mempunya i tugas me l aksanakan sebagian tugas 

pemerintahan dan pembangunan dibidang penyelenggaraan pemerintah, 

admin is t ras i , organisasi dan tata l a k s a n a serta member ikan pe layanan 

admin is t ras i kepada s e lu ruh perangkat daerah k:ota. 

Pasa l 4 

DEilam me l aksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 , Sekretar iat 

Dsierah menytdenggarakan fungsi : 

a . mengoordinasikan pe rumusan kebi jakan Pemerintah Daerah Kota; 

b. penyelenggaraan admin is t ras i pemerintahan.; 

c. pengelolaan sumber daya aparatur , keuangan, prasarana dan s a r a n a 

Pemerintah Daerah ; 

d. pe laksanaan tugas la in yang diber ikan oleh Wal ikota sesua i tugas dan 

fungsinya. 

UNIT K E R J A KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 

ft   

2 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo. 

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Gorontalo. 

6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana 

teknis pada Dinas. 

|7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

BAB II 

KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(l) Sekretariat Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota Gorontalo. 

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 

Pasal 3 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

pemerintahan dan pembangunan dibidang penyelenggaraan pemerintah, 

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan 

administrasi kepada seluruh perangkat daerah kota. 

Pasal 4 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat 

Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. mengoordinasikan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kota, 

b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, 

C. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana 

Pemerintah Daerah, 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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B A B I I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasa l 5 

S u s u n a n Organisas i Sekretar iat Daerah terdiri dar i : 

a, Sekretar is Daerah; 

b. As is ten Pemer intahan dan Kesejahteraan Rakyat ; 

0. As isten Perekonomian dan Pembangunan; 

d. As is ten Admin is t ras i U m u m ; 

e. Bagian-Elagian; 

f. Sub -sub bagian; dan 

g. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasa l 6 

As is ten Pemer intahan dan Kesejahteraan Rakya t sebagaimana d imaksud da lam 

Pfisal 5 huru f b membawahi : 

a . Bag ian Pemer intahan terdiri dar i : 

1. Subbi ig ian Admin is t ras i Pemer intahan; 

2. SubbsLgian Admin is t ras i Kewi layahan; dan 

3. Subbagian Ker ja s a m a dan Otonomi dae iah . 

b. Bag ian Kesejahteraan Rakya t terdiri dar i : 

1. Subbagian B i n a Mental Sp i r i tua l ; 

2. Subbagian Kesejahteraan Sosia l ; dan 

3. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat . 

c. Bag ian H u k u m terdiri dar i : 

1. Subbagiam Perundang-Undangan; 

2. Subbagian B a n t u a n H u k u m ; dan 

3. Subbagian Dokumentas i dan Informasi . 

Pasa l 7 

As is ten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 

h u r u f c membawahi : 

a . Bag ian Perekonomian dan Sumber Daya A l am terdir i dar i : 

1. Subbagian Pembinaan B U M D dan B L U D ; 

UNIT K E R J A KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 
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BAB III 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari : 

a. Sekretaris Daerah: 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat: 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, 

d. Asisten Administrasi Umum, 

e. Bagian-Bagian, 

f.  Sub-subbagian, dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Pasal 6 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf b membawahi : 

a. Bagian Pemerintahan terdiri dari : 

1. Subbagian Administrasi Pemerintahan, 

2. Subbagian Administrasi Kewilayahan, dan 

3. Subbagian Kerja sama dan Otonomi daerah. 

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari: 

1. Subbagian Bina Mental Spiritual, 

2. Subbagian Kesejahteraan Sosial, dan 

3. Subbagian Kesejahteraan Masyarakat. 

a Bagian Hukum terdiri dari : 

1. Subbagian Perundang-Undangan, 

2. Subbagian Bantuan Hukum, dan 

3. Subbagian Dokumentasi dan Informasi. 

Pasal 7 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c membawahi : 

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari : 

1. Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD, 
  

UNIT KERJA 
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  N     1)      



- 5 -

2. Subbagian Perekonomian ; dan 

3. Subbagian Sumber Daya A lam. 

b. Bag ian Admin is t ras i Pembangunan terdiri dar i : 

1. Subl )agian Penyusunan Program; 

2. Subbagian Pengendalian Program; dan 

3. Subt)agian E v a l u a s i dan Pelaporan. 

c. Bag ian Pengadaan Ba rang dan J a s a terdiri dar i : 

1. Subtiagian Pengelolaan Pengadaan Barging dan j a s a ; 

2. Subtiagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara E lektronik ; dan 

3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Ba rang dan j a s a . 
I 

Pasa l 8 

Asisten Admin is t ras i U m u m sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 h u r u f d 

membawahi : 

a. Bag ian U m u m terdiri dar i : 

1. Subbagian Ta ta U s a h a P impinan, Sta f Ah l i dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Keuangan; dan 

3. Subbagian R u m a h Tangga dan perlengkapan. 

b. Bag ian Organisas i terdiri dar i : 

1. Subbagian Kelembagaan dan Anal is i s j aba tan ; 

2. Subbagian Pe layanan Publ ik dan T a t a L a k s a n a ; dan 

3. Subbagian Kiner ja dan Reformasi B i rokras i . 

c. Bag ian Protokol dan Komun ikas i P impinan terdir i dar i : 

1. Subbagian Protokol; 

2. Subbagian Komun ikas i P impinan; dan 

3. Subbagian Dokumentas i P impinan. 

Pasa l 9 

Bag ian sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 h u r u f e dipimpin oleh Kepa la 

Bag ian dan Subbagian sebagaimana dimaksutd da lam Pasa l 5 h u r u f f dipimpin 

oleh Kepa la Subbagian. 

UNIT K E R J A KABAG 
HUKUM AS ISTEN S E K D A 
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2. Subbagian Perekonomian , dan 

3. Subbagian Sumber Daya Alam. 

b. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari : 

1. Subbagian Penyusunan Program, 

2. Subbagian Pengendalian Program, dan 

3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari : 

1. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa, 

2. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan 

3. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa. 

Pasal 8 

| Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d 

membawahi : 

a. Bagian Umum terdiri dari : 

1. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, 

2. Subbagian Keuangan, dan 

3. Subbagian Rumah Tangga dan perlengkapan. 

b. Bagian Organisasi terdiri dari : 

1. Subbagian Kelembagaan dan Analisis jabatan, 

2. Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana , dan 

3. Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari : 

1. Subbagian Protokol, 

2. Subbagian Komunikasi Pimpinan, dan 

3. Subbagian Dokumentasi Pimpinan. 

Pasal 9 

Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dipimpin oleh Kepala 

Bagian dan Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipimpin 

oleh Kepala Subbagian. 
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Pasa l 10 

Elagan S t ru l i tu r Organisasi Sekretar iat Daerah Kota Gorontalo sebagaimana 

t ( ;rcantum da lam lampi ran yang merupakan bagian yang t idak t t ;rpisahkan dar i 

Pera turan Wal ikota in i . 

B A B IV 

T U G A S DAN F U N G S I 

Bag ian Kesa tu 

Sekretar is Daerah 

Pasa l 11 

Siskretaris Daerah mempunya i tugas me laksanakan tugas dibidang 

pismerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , perekonomian dan pembangunan, 

admin is t ras i u m u m serta pemerintahan u m u m la innya yang tidak tercakup 

da lam tugas d inas dan lembaga teknis bendasarkan peraturan perundang-

undangan yang ber laku. 

Pasa l 12 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 1 1 , Sekretar is 

Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a . m e l a k u k a n pe rumusan kebi jakan teknis pemerintahan, Kesejahteraan 

Rakyat , idukum dan perundang-undangan, ekonomi dan keuangan, 

pembangunan, hubungan masyaraka t dan protokoler serta u m u m 

berdasarkan peraturan perundang-undangan ; 

b. merencaneikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah 

secara berkes inambungan u n t u k peningkatan kesejahteraan ral iyat ; ! 

c. mengorganisir kegiatan tugas d inas daerah dan badan mela lu i koordinasi 

u n t u k tert ibnya pe laksanaan tugas; 

d. mengarahkan pe laksanaan tugas pemer intahan dan Kesejahteraan Rakyat , 

perekonomian dan pembangunan, ser ta admin is t ras i u m u m 1;erpadu u n t u k 

kelancaran. penyelenggaraan tugas pemerintahan; 

e. membina hubungan ker ja dengan d inas , badan dan un i t pe laksana la innya 

yang tidaP: tercakup da lam tugas d inas dan badan u n t u k peningkatan k iner ja 

un i t ; 

UNIT K E R J A KABAG 
HUKUM ASISTEN S E K D A 

9k 1 i   

Bia 

Pasal 10 

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Gorontalo sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Walikota ini. 

BAB IV 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Sekretaris Daerah 

Pasal 11 

Sekretaris Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas dibidang 

pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perekonomian dan pembangunan, 

administrasi umum serta pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup 

dalam tugas dinas dan lembaga teknis berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

Pasal 12 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris 

Daerah menyelenggarakan fungsi : 

a. melakukan perumusan kebijakan teknis pemerintahan, Kesejahteraan 

Rakyat, hukum dan perundang-undangan, ekonomi dan keuangan, 

pembangunan, hubungan masyarakat dan protokoler serta umum 

berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

b. merencanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah 

secara berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, 

c. mengorganisir kegiatan tugas dinas daerah dan badan melalui koordinasi 

untuk tertibnya pelaksanaan tugas, 

d. mengarahkan pelaksanaan tugas pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, 

perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum terpadu untuk 

kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, 

e. membina hubungan kerja dengan dinas, badan dan unit pelaksana lainnya 

yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan badan untuk peningkatan kinerja 

unit, 
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f. mengendal ikan pe laksanaan tugas pemer intahan dan kesejahteraan rakyat , 

perekonomian dan pembangunan, ser ta admin is t ras i u m u m u n t u k 

te rwujudnya efektivitas dem efisiensi pe laksanaan tugas; 

g. mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas u n i t dengan kepa la daerah u n t u k 

beroleh petunjuk lebih lanjut ; 

h . mengevaluasi has i l pe laksanaan tugas unit: mela lu i rapat/pertemuan u n t u k 

peningkatan kiner ja ; 

i . mengoordinasikan pe laksanaan tugas dengan ins tans i terkait ba ik l i san 

m a u p u n tertul is u n t u k penyatuan pendapat; 

j . mend is t r ibus ikan tugas kepada bawahan sesua i bidangnya u n t u k tert ibnya 

pelaksangian tugas; 

k. melaporkim has i l pe laksanaan tugas secarei berka la sebagai bahan evaluasi ; 

dan 

1. me l aksanakan tugas la in yang d iper intahkan oleh a tasan u n t u k ke lancaran 

tugas ked inasan . 

Bag ian Kedua 

As is ten Pemer intahan dan Kesejahteraan Rakya t 

Pasa l 13 

As is ten Pemisrintahan dan Kesejahteraan Rakya t mempunya i tugas membantu 

Sekretar is Daerah da lam penyusunan Kebi jak im daerah dibidang Pemer intahan 

dan H u k u m , d a n Pengoordinasian P enyusunan Keb i jakan daerah dibidang 

kese jahteraan rakyat . 

Pasa l 14 

D a l a m me l aksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 13, As is ten 

Pemerintahain dan Kesejahteraan R a l ^ a t menyelenggarakan fungsi : 

a . p enyusunan kebi jakan daerah dibidang pemisrintahan dan h u k u m ; 

b. pengoordinasian penyusunan keb i jakan daerah dibidang kese jahteraan 

rakyat ; 

c pengoordinasian pe laksanaan tugas daiti perangkat daerah dibidang 

pemer intahan, h u k u m , dan kesejahteraan rakyat ; 

d. pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan dai i rah dibidang 

pemer intahan dan h u k u m ; 
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mengendalikan pelaksanaan tugas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, 

perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum untuk 

terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, 

mengonsultasikan pelaksanaan tugas unit dengan kepala daerah untuk 

beroleh petunjuk lebih lanjut, 

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas unit melalui rapat/pertemuan untuk 

peningkatan kinerja, 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan instansi terkait baik lisan 

maupun tertulis untuk penyatuan pendapat: 

mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas, 

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi: 

dan 

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran 

tugas kedinasan. 

Bagian Kedua 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 13 

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan daerah dibidang Pemerintahan 

dan Hukum, dan Pengoordinasian Penyusunan Kebyjakan daerah dibidang 

kesejahteraan rakyat. 

Pasal 14 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Asisten 

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 

a. 

b. 

penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum, 

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan 

rakyat, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas dan perangkat daerah dibidang 

pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat, 

. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang 

pemerintahan dan hukum, 
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e. pemantauan dan evaluas i pe laksanaan kefciijakan daerah terkait pencapaian 

tu juan kebi jakan, dampak yang t idak di ing inkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tu juan kebi jakan dibidang kese jahteraan rakyat ; 

f. penyiapan pe laksanaan pembinaan adminst ras i pemer intahan dan 

pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang pemerintahan h u k u m , 

dan kesej j ihteraan rakyat ; 

g. pe laksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh sekretar is daerah dibidang 

pemerintahan, h u k u m , dan kesejahteraan rakya t yang berkai tan dengan 

tugasnya; ' 

h . mengevaluasi pe laksanaan tugas un i t secara berka la u n t u k mengetahui 

perkembangannya; 

i . mengkonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan baik l i san m a u p u n 

tertul is u n t u k beroleh petunjuk lebih lanjut; ' 

j . mengkoordinasikan pe laksanaan tugas dengan un i t bsrkait mela lu i 

rapat/ pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 1 

k. melapork£in has i l pe laksanaan tugas secara berka la sebagai bahan evaluasi ; 

dan 

1. me laksanakan tugas la in yang diperintahksm oleh a tasan u n t u k ke lancaran 

tugas ked inasan. 

Bag ian Ketiga 

Bag ian Pemer intahan 

Paragraf 1 

Kepa la Bag ian Pemer intahan 

Pasa l 15 

Kepa la Bag ian Pemer intahan me laksanakan tugas penyiapem pe rumusan 

kebi jakan daerah, pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah, 

pisngoordinasiian pe laksanaan tugas perangkat ( iaerah, pemantau{ in dan evaluas i 

p(3laksanaan keb i jakan daerah, pe laksanaan pembinaan admin is t ras i dibidang 

admin is t ras i pemerintahan, admin is t ras i kevdlayahan dan ker ja s a m a dan 

otonomi daerah. 

Pasa l 16 

Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 15, Kepa la 

Bag ian Pemer intahan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pe rumusan kebi jakan daerah dibidang admin is t ras i 

pemer intahan, admin is t ras i kewi layahan dan ker ja s a m a dan otonomi daerah; 
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e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang kesejahteraan rakyat, 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan adminstrasi pemerintahan dan 

pembangunan serta sumber daya aparatur dibidang pemerintahan hukum, 

dan kesejahteraan rakyat, 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah dibidang 

pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan 

tugasnya, 

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas unit secara berkala untuk mengetahui 

perkembangannya, 

i. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun 

tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut: 

j-. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit terkait melalui 

rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat, 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi, 

dan 

Il. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran 

tugas kedinasan. 

Bagian Ketiga 

Bagian Pemerintahan 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Pemerintahan 

Pasal 15 

Kepala Bagian Pemerintahan melaksanakan tugas penyiapan perumusan 

kebijakan daerah,  pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan 

oronomi daerah. 

Pasal 16 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Kepala 

Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah, 
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ht. penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah dibidang 

admin is t ras i pemerintahan, admin is t ras i k:ewilayahan dan iterja s a m a dan 

otonomi daerah; j 

c. penyiapan bahan pengoordinasan pe laksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang admin is t ras i pemerintahan, admin is t ras i kewilayaham dan ker ja 

s a m a dan otonomi daerah; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan daerah 

dibidang admin is t ras i pemerintahan, admin is t ras i kewi layahan dan ker ja 

s a m a dan otonomi daerah; 

e. penyiapan bahan pe laksanaan pembinaan admin is t ras i dibidang admin is t ras i 

pemerintsihan, admin is t ras i kewi layahan dan ker ja s a m a dan otonomi daerah; 

dan I 

f. pe laksanaun fungsi la in yang diber ikan oleh as is ten pem^erintahan dan 

kesejahteraan rakyat yang berkai tan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepa la Subbagian Admin is t ras i Pemer intahan 

Pasa l 17 

Kepa la Subbagian Admin is t ras i Pemer intahan mempunya i tugas me l aksanakan 

S(;bagian tugas bagian Admin is t ras i Pemeirintahan dibidang Admin is t ras i 

Pemerintahan. 

Pasa l 18 

Da l am mela lcsanakan tugas sebagaimana d i raaksud da lam Pasa l 17, Kepala 

Subbagian Admin is t ras i Pemer intahan menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan bahan pe laksanaan kebijakgin daerah bidang admin is t ras i 

pemer intahan; 

b meny iapkan bahan pe rumusan kebi jakan daerah dibidang admin is t ras i 

pemerintahan; 

c. menyiapkgm bahan pengoordinasan pe laksanaan tugas dibidang 

kependudukan dan pencatatan s ip i l , kesa tuan bangsa dan politik da lam 

negeri, ketenteraman, ketert iban u m u m dan perl indungan masj^arakat; 

d. memfasi l i tasi forum komun ikas i p impinan daerah; dan 

e. menyiapksm bahan pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakaan daerah 

bidang admin is t ras i pemer intahan. 
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b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang 

administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan 

otonomi daerah: 

c. penyiapan bahan pengoordinasan pelaksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 

sama dan otonomi daerah, 

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja 

sama dan otonomi daerah: 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang administrasi 

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah, 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan 

Pasal 17 

Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas bagian Administrasi Pemerintahan dibidang Administrasi 

Pemerintahan. 

Pasal 18 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17, Kepala 

Subbagian Administrasi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi 

pemerintahan, 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi 

pemerintahan, 

c. menyiapkan bahan  pengoordinasan pelaksanaan tugas dibidang 

kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam 

negeri, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, 

d. memfasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah, dan 

e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakaan daerah 

bidang administrasi pemerintahan. 
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Paragraf 3 

Kepa la Subbagian Admin is t ras i Kewi layahan 

Pasa l 19 

Khpala Subbagian Admin is t ras i Kewi layahan tugas me laksanakan sebagian tugas 

di bagian pemer intahan dan Admin is t ras i Ke iv i layahaan dibidang Admin is t ras i 

Kewi layahan. 

I Pasa l 20 

D'alam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 19, Kepa la 

Subbagian Admin is t ras i kewi layahan menyelenggarakan fungsi : ^ 

a. melaksaneikan fasi l i tasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, 

penggabungan dan pemekaran wi layah kecamatan dan a t au ke lu rahan ; i 

b. me l aksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, k e lu rahan 

ser ta n a m a la in dan a t au pemindahan ibu kota kecamatan; 

c. me l aksanakan fasi l i tasi toponimi dan pemetaan wi layah; 

d menyiapkam bahan penetapan kode dan data kewi layahan; 

e. m e n y u s u n bahan kebi jakan pel impahan sebagian kewenangan kepa la daerah 

kepada camat; 

f. m e n y u s u n bahan kebi jakan pengelolaan dana ke lu rahan ; dan 

g. me l aksanakan pemantauan dan evaluasi pe laksanaan kebi jakan daerah 

bidang admin is t ras i kewi layahan. 

Paragraf 4 

Kepa la Subbagian Ker ja S a m a dan Otonomi Daerah 

Pasa l 2 1 

K(jpala Subbagian ker ja s a m a dan Otomoni Daerah mempunya i tugas 

me l aksanakan sebagian tugas Bag ian Pemer intahan dan Otonomi Daerah 

dibidang pembinaan dan penataan wi layah. 

Pasa l 22 

Da lam mela l tsanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 2 1 , Kepa la 

Subbagian Pembinaan dan Penataan Wi layah m»;nyelenggarakan fungsi : 

a. m e n y u s u n bahan Laporan Penyelenggaraan Pemer intahan Daerah (LPPD) ; 

b. menghimpun informasi laporan penyelenggaraan pemer intahan Daerah 

(LPPD); 
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Paragraf 3 

Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan 

Pasal 19 

Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan tugas melaksanakan sebagian tugas 

di bagian pemerintahan dan Administrasi Kewilayahaan dibidang Administrasi 

Kewilayahan. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Kepala 

Subbagian Administrasi kewilayahan menyelenggarakan fungsi : 

a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, 

penggabungan dan pemekaran wilayah kecarnatan dan atau kelurahan, 

b. melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, kecamatan, kelurahan 

serta nama lain dan atau pemindahan ibu kota kecamatan, 

c. melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah, 

d. menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan, 

e. menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan kepala daerah 

kepada camat, 

f. menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana kelurahan, dan 

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

bidang adrainistrasi kewilayahan. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah 

Pasal 21 

Kepala Subbagian kerja sama dan Otomoni Daerah mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 

dibidang pembinaan dan penataan wilayah. 

Pasal 22 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala 

Subbagian Pembinaan dan Penataan Wilayah menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 

b. menghimpun informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah 

(LPPD): 
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c. me l aksanakan fasi l i tasi p enyusunan Standar Pe layanan Minimal (SPM) 

Oraginsasd Perangkat Daerah ; ^ 

d. me l aksanakan fasi l i tasi dan koordinasi p ioses pengusulan, pengangkatan, 

dan pemberhentian kepala daerah dan wak i l kepala daerah; 

e. memfasi l i tasi pengusulan iz in dan cut i Fiepala daerah dan wak i l kepala 

daerah; 

f. menyusuiri bahan laporan Akh i r Masa J a b a t a n (AMJ) Kepala Daerah ; 

g. me l aksanakan fasi l i tasi dan koordinasi pers iapan dan pe laksanaan pemi l ihan 

u m u m ; I 

h . me laksanakan fasi l i tasi dan koordinasi proses admin is t ras i pergantian a n tar 

w a k t u p impinan dan anggota legislatif; 

i . me l aksanakan pemantauan dan eva luas i pe laksanan kebi jakan daerah bidang 

otonomi daerah; I 

j . meny iapkan bahan pe laksanaan pe rumusan kebi jakan dibidang ker ja s ama 

daerah da l am negeri; 

k. me l aksanakan pengelolaan data ker ja s ama daerah da lam negeri; ' 

1. me l aksanakan pengendalian dan pe rumusan data has i l ker ja s a m a daerah 

da lam negeri; 

m. me laksanakan fasi l i tasi forum dan asos ias i piemerintahan daenih ; 

n . me l aksanakan pembinaan dan pengawasan ker ja s a m a daerah da lam negeri 

yang d i l akukan oleh perangkat daerah di l ingkungan pemi^rintahan Kota 

Gorontalo; dan I 

o. me laksanakan penyusunan laporan has i l pe laksanaan kerjei s a m a daerah 

da lam negeri. 

Bag ian Keempeit 

Bag ian Kesejahteraan Rakya t 
i 

Paragraf 1 

Kepa la Bag ian Kesejahteraan Rakya t 

Pasa l 23 

Kepa la Bagjan Kesejahteraan Rakya t me laksanakan tugas penyiapan 

piengoordinasiian pe rumusan kebi jakan daerah, pengoordinasan pe laksanaan 

tugas perauigkat daerah, pemantauan dan evaluasi pe laksanaan kebi jakan 

daerah dibiidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat . ' 
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c. melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Oraginsasi Perangkat Daerah: 

&. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, 

dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

e. memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala daerah dan wakil kepala 

daerah, 

f. menyusun bahan laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah, 

g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan pemilihan 

umum, 

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar 

waktu pirapinan dan anggota legislatif: 

i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanan kebijakan daerah bidang 

otonomi daerah, 

|J. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang kerja sama 

daerah dalam negeri, 

k. melaksanakan pengelolaan data kerja sama daerah dalam negeri, 

Il. melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama daerah 

dalam negeri, 

m. melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintahan daerah, 

n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam negeri 

yang dilakukan oleh perangkat daerah dilingkungan pemerintahan Kota 

Gorontalo: dan 

Oo. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama daerah 

dalam negeri. 

Bagian Keempat 

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 23 

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas penyiapan 

pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasan pelaksanaan 

tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

| daerah dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat. 
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Pasa l 24 

D a l a m me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 23 , Kepa: 

EJagian Kesejahteraan Rakya t menyelenggarakan fungsi : 

a . penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusuan kebi jakan daerah dibidang 

keagamatm, kesejahteraan masyarakat ; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang jkeagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat ; 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluas i pe laksaaan kebi jakan daerah 

terkait pencapaian tu juan kebi jakan, dampak yang t idak di ing inkan, dan 

factor yang mempengaruhi pencapaian tuju£in kebi jakan dibidsmg keagamaan, 

kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat ; 

d. pelaksanf ian fungsi la in yang diber i ikan oleh as isten pemer intahan dan 

kesejahteraan rakyat yang berkai tan dengan tugasnya; 

e. m e n y u s u n rencana kegiatan pembinaan dan pelayanan kesejf ihteraan rakya t 

dan budaya sesua i kebutuhan u n t u k menjadi program uni t ; 

f. m e l a k u k a n pembinaan dan pelayanan keisejahteraan rakyeit dan budaya 

secara kont inu ; 

g. mengorganisir pe laksanaan tugas un i t sesua i mekanismc; ker ja u n t u k 

ke lancaran tugas; 

h . mengend£ilikan pe laksanaan tugas un i t secara terpadu u n t u k tert ibnya 

pelaksangian tugas; 

i . mengarahkan pe laksanaan tugas sesua i ketentuan u n t u k peningkatan 

pe layanan kesejahteraan rakyat ; 

j . mengonsul tas ikan pe laksanaan tugas dengan a tasan baik l i san m a u p u n 

tertul is u n t u k beroleh petunjuk lebih lanjut ; 

k. mengoordinasikan pe laksanaan tugas deng;an kepala-kepala bagian mela lu i 

rapat/pertemuan u n t u k penyatuan pendapat; 

1. mend is t r ibus ikan pe laksanaan tugas kepada bawahan sesiuai bidangnya 

u n t u k ke lancaran tugas; 

m. m e n y u s u n laporan has i l pe laksanaan tugeis secara berka la sebagai bahan 

evaluasi ; dan 

n . me l aksanakan tugas la in yang d iper intahkim oleh a tasan u n t u k ke lancaran 

tugas ked inasan. 
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Pasal 24 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala 

Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi : 

a. 

ml. 

penyiapan bahan pengoordinasian perumusuan kebijakan daerah dibidang 

keagamaan, kesejahteraan masyarakat, 

. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, 

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan, dan 

factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang keagamaan, 

kesejahteraan social dan kesejahteraan masyarakat, 

. pelaksanaan fungsi lain yang diberiikan oleh asisten pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya, 

menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan rakyat 

dan budaya sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit, 

melakukan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan rakyat dan budaya 

secara kontinu, 

mengorganisir pelaksanaan tugas unit sesuai mekanisme kerja untuk 

kelancaran tugas, 

. mengendalikan pelaksanaan tugas unit secara terpadu untuk tertibnya 

pelaksanaan tugas, 

mengarahkan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan untuk peningkatan 

pelayanan kesejahteraan rakyat, 

mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan baik lisan maupun 

tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut, 

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bagian melalui 

rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat, 

mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya 

untuk kelancaran tugas, 

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan 

evaluasi: dan 

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran 

tugas kedinasan. 
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Paragraf 2 

Kepala Subbagian B i n a Mental Sp i r i tua l 

Pasa l 25 

K[epala Suhibagian B i n a Mental Sp i r i tua l me laksanakan tugas dibidang 

admin is t ras i B i n a mental sp i r i tua l berdasarkan peraturan perundang-undangan 

u n t u k tert ibnya penyelenggaraan tugas kesejahteraan. 

Pasa l 26 

E»alam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 25 , Kepala 

Subbagian B i n a Mental Sp i r i tua l menyelenggarakan fungsi : I 

a. meny iapkan data tentang s a r a n a peribadatein, s a r a n a pendid ikan agama dan 

pendidikan keagamaan; 

b. meny iapkan bahan pe rumusan kebi jakan yang berhubungan dengan s a r a n a 

peribadatan, s a r a n a pendid ikan agama dan jDendidikan keagamaan; 

c. meny iapkan bahan koordinasi dengan ins tans i terkait da lam rangka 

pengembemgan s a r a n a peribadatan, s a r a n a ]5endidikan agama dan pendidikan 

keagamaan; I 

d. meny iapkan bahan penyusunan petunjuk pe laksanaan dibidang s a r a n a 

peribadatan, s a r a n a pendidikan agama dan ]3endidikan keagamaan; j 

e. meny iapkan bahan pert imbangan pemberian bantuan dibidang s a r a n a 

per ibadahm, s a r a n a pendidikan agama dan ]3endidikan keagamaan; 

f. meny iapkan bahan mengoordinasikan dan ine l akukan pe rumusan kebi jakan 

daerah bidang lembaga dan k e r u k u n a n u m a t beragama; 

g. meny iapkan dan mengoordinasikan bahan pedomem pembinaan lembaga 

keagamaan dan k e r u k u n a n umat beragama; 

h . me l akukan pembinaan, fasi l i tasi dan pengembangan ker ja s a m a a n tar 

lembaga keagamaan dan k e r u k u n a n umat be^ragama; I 

i . meny iapkan bahan pengelolaan data, sarar i , pert imbangan s^srta koordinasi 

kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan 

ker ja s a m a antar lembaga keagamaan; 

j . m e l a k u k a a koordinasi l intas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi 

dibidang k e r u k u n a n u m a t beragama dan serta ker ja s a m a antar lembaga 

keagamaan; I 

k. memfasi l i tasi dan mengoordinasikan pelakssmaan kegiatan k e r u k u a n a n umat 

beragama dan a l i r an serta ker ja s a m a antar lembaga keagamaan; I 
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Paragraf 2 

Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual 

Pasal 25 

Kepala Subbagian Bina Mental Spiritual melaksanakan tugas dibidang 

administrasi Bina mental spiritual berdasarkan peraturan perundang-undangan 

untuk tertibnya penyelenggaraan tugas kesejahteraan. 

Pasal 26 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala 

Subbagian Bina Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi : 

a. menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan 

pendidikan keagamaan, 

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana 

peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, 

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan 

keagamaan, 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dibidang sarana 

peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, 

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan dibidang sarana 

peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, 

f. menyiapkan bahan mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan 

daerah bidang lembaga dan kerukunan umat beragama, 

g. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan lembaga 

keagamaan dan kerukunan umat beragama, 

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar 

lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama, 

i. menyiapkan bahan pengelolaan data, saran, pertimbangan serta koordinasi 

kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan 

kerja sama antar lembaga keagamaan, 

j- melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi 

dibidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama antar lembaga 

keagamaan, 

k. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukuanan umat 

beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan, 
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1. memfasi l i tasi dan mengoordinasikan kegjatan musyawarah antar umat 

beragama dan a l i ran kepercayaan; j 

m. meny iapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum k i j r u k u n a n umat 

beragama dan konsu l tas i k e r u k u n a n hidup antar umat beragama dan a l i ran 

kepercayaan; 

n . me l akukan koordinasi ker ja s ama sosial kemasyaraka tan dan konsu l tas i 

penganggulangan secara d in i masa lah dan k a s u s k e r u k u n a n h idup antar 

u m a t beragama dan a l i ran kepercayaan; 

o. m e l a k u k a n evaluas i pe laksanaan kegiatan k e r u k u n a n u m a t beragama dan 

a l i ran kepercayaan; dan 

p. meny iapkan bahan, dan me l akukan pem£intauan dan eva luas i keb i jakan 

daerah bidang lembaga dan k e r u k u n a n keagiamaan. 

Paragraf 3 

Kepa la Subbagian Kesejahteraan Sos ia l 

Pasa l 27 

K(jpala Subbagian Kesejahteraan Sos ia l i ne l aksanakan tugas dibidang 

ke:sejahteraari sos ia l berdasarkan peraturan perundang-undangan u n t u k 

te rwujudnya Icerukunan antar u m a t beragama. 

Pasa l 28 

Didam melakisanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasial 27 , Kepa la 

Subbagian Kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan bahan pengoordinasikan pe rumusan keb i jakan pemerintah 

daerah dibidang sosial , t ransmigras i , kesehatan, pemberdayaan, per l indungan 

anak , pengendalian penduduk dan ke luarga berencana; 

b. meny iapkan bahan pengoordinasian pe laksanaan kebi jakan pemerintah 

daerah dibidang sosial , t ransmigras i , kesehsitan, pemberdayaan perempuan, 

per l indungan anak , pengendalian penduduk dan ke luarga berencana; 

c. men5dapkan bahan monitoring, eva luas i dan pelaporan pe laksanaan 

keb i jakan pemerintah daerah dibidang s^Dsial, t ransmigras i , kesehatan^ 

pemberdayaan perempuan, per l indungan anak , pengendalian penduduk 

ke luarga bi^rencana; 

d. meny iapkan bahan pelayanan admin is t ras i penyelenggaraan u r u s a n 

pemerintabian bidang sosial , trasmograsi , kesehatan, ]Demberdayaan 
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l. memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat 

beragama dan aliran kepercayaan: 

m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat 

beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran 

kepercayaan, 

n. melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan konsultasi 

penganggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar 

umat beragama dan aliran kepercayaan, 

|0. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan 

aliran kepercayaan, dan 

|P. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan 

daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan. 

Paragraf 3 

| Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial 

| Pasal 27 

Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial melaksanakan tugas dibidang 

'kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

terwujudnya kerukunan antar umat beragama. 

Pasal 28 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala 

Subbagian Kesejahteraan sosial menyelenggarakan fungsi : 

a. menyiapkan bahan pengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah 

daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan, perlindungan 

anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, 

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, 

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan pemerintah daerah dibidang sosial, transmigrasi, kesehatan, 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk 

keluarga berencana, 

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang sosial, trasmograsi, kesehatan, pemberdayaan 

  

KABAG 
UNIT KERJA HUKUM ASISTEN | SEKDA 
  

        N 2 A /  



- 15 -

perempuan, per l indungan anak , pengendaalian penduduk dan ke luarga 

berencana; I 

e. meny iapkan bahan penyu luhan dan sos ia l isas i program transmigras i kepada 

masyarakat ; 

f. meny iapkan bahan ker jasama dengan daerah penempatan t ransmigras i ; 

g. meny iapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasi l i tasi t rasmigras i ; 

h . me l akukan seleksi dan pelat ihan calon trasmigras i ; 

i . me l akukan pemberangkatan dan pengawalan calon t ransmigras i dar i daerah 

asa l ke trainsmigrasi ke daerah calon lokas i t ransmigras i ; I 

j . menyiapkjm bahan fasi l i tasi pemberian h ibah dan ban tuan sosial kepada 

Badan/Lembaga, ormas, kelompok masyart ikat dan indiv idu a tau keluarga; 

dan I 

k. meny iapkan bahan pembinaan, monitoring dan eva luas i pe laksanaan h ibah 

dan ban tuan sosial kepada Badan/Lembaga, ormas, kelompok masyaraka t 

dan indiv idu a t au keluarga. I 

Paragraf 4 

Kepa la Subbagian KesejahtersLan Masyarakat 

Pasa l 29 

Ktjpala Subbagian Kesejahteraan Masyarakf i t mempunya i tugas dibidang 

aciministrasi kesejahteraan masyaraka t berdasarkan peraturan perundang-

undangan . 

Pasa l 30 

D£ilam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 29 , Kepa la 

Subbagian Kesejahteraan masyaraka t menyelenggarakan fungsi : 

a . meny iapkan bahan pengoordinasian pe rumusan keb i jakkan pemerintah 

daerah bidang kepemudaan dan olah raga, dan bidang pariwisa1;a; 

b. meny iapkan bahan pengoordinasian pe laksanaan kebijakain pemerintah 

daerah dibidang kepemudaan dan olahraga d im bidang par iwisata ; 

c. meny iapkan bahan monitoring eva luas i dan pelaporan pe laksanaan kebi jakan 

pemerintafi daerah dibidang kepemudaan dan olahraga dan bidang 

par iwisata ; dan 

d. meny iapkan bahan pelayanan admin is t ras i penyelenggaraan u r u s a n 

pemerintaf ian bidang kepemudaan dan olahraga, paidwisata dan 

kemasyaraka tan la innya . 
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perempuan, perlindungan anak, pengendaalian penduduk dan keluarga 

berencana, 

e. menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada 

masyarakat, 

f. menyiapkan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi : 

g. menyiapkan bahan pengarahan dan perpindahan serta fasilitasi trasmigrasi: 

h. melakukan seleksi dan pelatihan calon trasmigrasi, 

i. melakukan pemberangkatan dan pengawalan calon transmigrasi dari daerah 

asal ke transmigrasi ke daerah calon lokasi transmigrasi: 

j-. menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada 

Badan/Lembaga, ormas, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga, 

dan 

k. menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah 

dan bantuan sosial kepada Badan/Lembaga, ormas, kelompok masyarakat 

dan individu atau keluarga. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat 

Pasal 29 

Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas dibidang 

ladministrasi kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang- 

(undangan. 

Pasal 30 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala 

Subbagian Kesejahteraan masyarakat menyelenggarakan fungsi : 

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakkan pemerintah 

daerah bidang kepemudaan dan olah raga, dan bidang pariwisata, 

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah 

daerah dibidang kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata, 

c. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan 

pemerintah daerah dibidang kepemudaan dan olahraga dan bidang 

pariwisata, dan 

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan 

pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan 

kemasyarakatan lainnya. 
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Bag ian Kelimei 

Bag ian H u k u m 

Paragraf 1 

Kepa la Bag ian H u k u m 

Pasa l 3 1 

V le laksanakan penyiapan pe rumusan kebi jakan daerah, pengoordinasian 

pe rumusan kebi jakan daerah, pengoordinasism pe laksanaan tugas perangkat 

daerah, pe laksanaan pemantauan dan evaluasii dibidang perundang-undangan, 

bantuan h u k u m dan dokumentas i dan informasi. 

Pasa l 32 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 1 , Kepa la 

Bag ian H u k u m menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pe rumusan kebi jakan daerah dibidang perundang-

undangan, bantuan h u k u m serta dokumentf isi dan informasi; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah dibidang 

perundang-undangan, ban tuan h u k u m serta dokumentas i dan informasi; j 

c. penyiapan bahan pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang perundang-undangan, bantuan h u k u m serta doFaimentasi dan 

informasi ; 

d. penyiapan bahan pe laksanaan pemantauan dan eva luas i dibidging perundang-

undangan, bantuan h u k u m serta dokumenttisi dan informasi; dan 

e. pe laksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh as is ten pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat yang berkai tan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepa la Subbagian Perundaag-undangan 

Pasa l 33 

Kspa l a Sutibagian Perundang-undangan mempunya i tugas me l akukan 

koordinasi ]3elaksanaan kebi jakan perundang-undangan u n t u k kepast ian 

h u k u m . 

Pasa l 34 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 3 3 , Kepa la 

Subbagian Pe;rundang-undangan menyelenggarakan fungsi : 

a. meny iapkan bahan pen5aisunan produk h u k u m daerah; 
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Bagian Kelima 

Bagian Hukum 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Hukum 

Pasal 31 

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat 

daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang-undangan, 

bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi. 

Pasal 32 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diraaksud dalam Pasal 31, Kepala 

Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi : 

| a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang perundang- 

| undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi: 

| b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang 

perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, 

Cc. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan 

informasi: 

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang perundang- 

undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi, dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan 

kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Perundang-undangan 

Pasal 33 

Kepala Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan perundang-undangan untuk kepastian 

hukum. 

Pasal 34 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Kepala 

Siabbagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi : 

a. menyiapkan bahan penyusunan produk hukum daerah, 
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ti. me l aksanakan harmonisas i dan s inkron isas i produk h u k u m daerah; 

c. meny iapkan bahan penjelasan kepala daeral i dan proses penetapan peraturan 

daerah; 

d . meny iapkan bahan ana l i sa dan ka j ian produk h u k u m daerah; 

e. me l aksanakan pembinaan penyusunan produk h u k u m daerah; 

f. meny iapkan bahan admin is t ras i pengundangan dan autenf ikas i produk 

h u k u m daerah; dan 

g. me l aksanakan pemantauan dan eva luas i pe laksanaan produk h u k u m daerah; 

Paragraf 3 

Kepa la Subbagian B a n t u a n H u k u m 

Pasa l 35 

Klepala Subloagian ban tuan h u k u m mempunya i tugas me l aksanakan tugas 

dibidang ban tuan h u k u m berdasarkan peraturan perundang-undangan u n t u k 

kepast ian h u k u m . 

Pasa l 36 

E 'a lam me laksanakan tugas sebagaimana d imasud da lam Pasa l 35 , Kepala 

Subbagian ban tuan h u k u m menyelenggarakan fungsi : 

a . me l aksanakan koordinasi permasa lahan h u k u m da lam penyelenggaraan 

pemerintEihan daerah; 

b. me l aksanakan fasi l i tasi bantuan h u k u m , konsul tas i h u k u m dan 

pert imbangan h u k u m serta per l indungan h u k u m bagi u n s u r p 

emerintafi daerah da lam sengketa h u k u m baik d idalam m a u p u n di luar 

pengadilan; 

c. me l aksanakan koordinasi dan fasi l i tasi kerjgisama da lam penanganan perkara 

h u k u m ; 

d. me l aksanakan koordinasi dan eva luas i pemegakan dan per l indungan H a k 

Asas i Manus i a (HAM); 

e. meny iapkan bahan pemyusunan pendapat h u k u m (legal opinion); dan 

f. me l aksanakan evaluas i dan pelaporan terhadap has i l penanganan perkara 

sengketa h u k u m . 
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melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, 

menyiapkan bahan penjelasan kepala daerah dan proses penetapan peraturan 

daerah, 

. menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum daerah, 

melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum daerah: 

menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan autenfikasi produk 

hukum daerah, dan 

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum daerah, 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Bantuan Hukum 

Pasal 35 

Kepala Subbagian bantuan hukum mempunyai tugas melaksanakan tugas 

dibidang bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 

kepastian hukum. 

Pasal 36 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimasud dalam Pasal 35, Kepala 

Subbagian bantuan hukum menyelenggarakan fungsi : 

a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, 

melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan 

pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur p 

emerintah daerah dalam sengketa hukum baik didalam maupun diluar 

pengadilan, 

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam penanganan perkara 

hukum, 

melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan Hak 

Asasi Manusia (HAM), 

menyiapkan bahan pemyusunan pendapat hukum (legal opinion), dan 

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penariganan perkara 

sengketa hukum. 
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Paragraf 4 

Kepala Subbagian Dokumentsisi dan Informasi 

Pasa l 37 

Kepa la Subbagian Dokumentas i dan Informasi mempunya i tugas; me l aksanakan 

tugas dokum entasi dan informasi dengan peraturan dan ketentusm yang ber laku 

u n t u k t e r l aksananya pe laksanaan tugas. 

Pasa l 38 

B'alam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 37 , Kepa la 

Subbagian Dokumentas i dan informasi menyelenggarakan fungsi : 

a. me l aksanakan inventar isas i dan dokumentas i produk h u k u m daerah dan 

peraturan perundang-undangan la innya ; 

b. menghimj jun serta mengelolah data dan informasi sebagai bahan da lam 

rangka pembentukan kebi jakan daerah; 

c. melaksan;akan pengelolaan ja r ingan dokumentas i dan informasi h u k u m ; 

d. member ikan pe layanan admin is t ras i informasi produk h u k u m ; 

e. me l aksanakan sos ia l isas i , penyu luhan dan dest iminasi produk h u k u m daerah 

m a u p u n j i e ra turan perundang-undangan la innya ; dan I 

f. melaksan;akan eva luas i dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi 

produk h u k u m daerah. 

Bag ian Keenam 

Asis ten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasa l 39 

As is ten Perekonomian dan Pembangunan memjDunyai tugas me l aksanakan tugas 

membantu Sekretar is Daerah da lam pen3nasunan kebi jakan daerah dan 

pengoordinasian penyusunan kebi jakan daerah bidang perekonomian dan 

sumber daya a lam, admin is t ras i pembangunan, pangadaan barang dan j a s a . 

Pasa l 40 

D a l a m mek ik sanakan sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 39 , As is ten 

Perekonomian dan Pembangunan menyelenggai a k a n fungs i : 

a . pengoordinasian pen3aisunan kebi jakan da(;rah dibidang penjkonomian dan 

sumber daya a lam, admin is t ras i pembangunan, pengadaan barang/jasa; 
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Paragraf 4 

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi 

Pasal 37 

Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan 

tugas dokumentasi dan informasi dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 

untuk terlaksananya pelaksanaan tugas. 

Pasal 38 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Kepala 

Subbagian Dokumentasi dan informasi menyelenggarakan fungsi : 

| a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan 

peraturan perundang-undangan lainnya, 

| b. menghimpun serta mengelolah data dan informasi sebagai bahan dalam 

rangka pembentukan kebijakan daerah, 

c. melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum: 

d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum, 

e. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan destiminasi produk hukum daerah 

maupun peraturan perundang-undangan lainnya, dan 

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi 

produk hukum daerah. 

Bagian Keenam 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Pasal 39 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan tugas 

membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan 

pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah bidang perekonomian dan 

sumber daya alam, administrasi pembangunan, pangadaan barang dan jasa. 

Pasal 40 

Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Asisten 

Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan 

sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa, 

  

KABAG 
UNIT KERJA HUKUM ASIELEN SEKDA 
  

        A kh 1D !  



- 19 -

b. pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat daerah dibidang perekonomian 

dan sumlDer daya a lam, admin is t ras i pembangunan, pengadtian barang dan 

j a s a ; 

c. pen5aisunan kebi jakan daerah dibidang pengadaan barang dan j a s a ; 

d. pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan daerah dibiciang pengadaan 

barang dem j a s a ; I 

e. pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan daerah terkait pencapaian 

tu juan kebi jakan, dampak yang t idak d i ing inkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tu juan kebijalcan dibidang perekonomian dan 

sumber daya a l am dan admin is t ras i pembangunan; dan 

f. pelaksangian fungsi la in yang diber ikan oleh sekretar is daerah dibidang 

perekonomian dan sumber daya a lam, admin is t ras i pembangunan, dan 

pengadaan barang dan j a s a yang berkai tan dengan tugasnya. 

i 

Bag ian Ketu ju l i 

Bag ian Admin is t ras i Perekonomian D a n sumber daya a lam 

Paragraf 1 

Kepa la Bag ian Admin is t ras i Perekonomian dam sumber daya a lam ! 

Pasa l 4 1 

Kepala Bag ian Admin is t ras i Perekonomian dan sumber daya ak im mempunya i 

tugas mek iksanakan pengoordinasian pi^rumusan kebijaikan daerah, 

ptingoordinasian pe laksanaan tugas perangkat daerah, pemantausin dan eva luas i 

p<5laksanaan keb i jakkan daerah dibidang pembinaan B U M D dan B L U D 

piirekonomian, dan sumber daya a lam. 

Pasa l 42 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Paisal 4 1 , Kepa la 

Bag ian Admin is t ras i Perekonomian dan sumber daya a l am menyelenggarakan 

fungsi : 

a . Penyiapan bahan pengoordinasiam pe rumusan kebi jakan daerah dibidang 

pembinaan B U M D dan B L U D , perekonomian dan sumber daya a lam; 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang pembinaan B U M D dan B L U D , perekonomian dan sumber daya 

a lam; 

c. Penyiapan bahan pemantauan dan eva luas i pe laksanaan keleijaksm daerah 

terkait pencapaian tu juan kebi jakan, dampak yang t idak di ing inkan dan 
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b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang perekonomian 

dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan 

jasa, 

Cc. penyusunan kebijakan daerah dibidang pengadaan barang dan jasa, 

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengadaan 

barang dan jasa, 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian 

tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang perekonomian dan 

sumber daya alam dan administrasi pembangunan, dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah dibidang 

perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan 

pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan tugasnya. 

Bagian Ketujuh 

Bagian Administrasi Perekonomian Dan sumber daya alam 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan sumber daya alam 

Pasal 41 

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan sumber daya alam mempunyai 

tugas melaksanakan  pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakkan daerah dibidang pembinaan BUMD dan BLUD 

perekonomian, dan sumber daya alam. 

Pasal 42 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Kepala 

Bagian Administrasi Perekonomian dan sumber daya alam menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang 

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam, 

b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya 

alam, 

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan dan 
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faktor yang mempengaruhi pencapaism tu juan kebi j i ikan dibidang 

pembingian B U M D dan B L U D , perekonomigm dan sumber daya a lam; dan 

d. Pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh as is ten pere;konomian dan 

pembangunan yang berkai tan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Pembinaan 13UMD dan B L U D 

Pasa l 43 

Kepa la Subbagian pembinaan B U M D dan B L U D mempunya i tugas dibidang 

pembinaan EiUMD dan B L U D berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk 

teknis u n t u k peningkatan u s a h a ekonomi. 
I 

Pasa l 44 

Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 43 , Kepa la 

Subbagian pi jmbinaan B U M D dan B L U D menyelenggarakan fungsi : 

a . meny iapkan bahan pe rumusan penetapem kebi jakan teknis pengelolaan 

badan u s a h a mi l ik daerah dan badan layanan u m u m daerah; 

b. meny iapkan bahan pembinaan pengelolaan bahan u s a h a miilik daerah dan 

badan layanan u m u m daerah; 

c. melakuk:an ana l i sa perkembangan dan piencapaian kinerjsi badan u s a h a 

mi l ik daisrah dan badan laysman u m u m da(;rah; dan 

d. me l akukan monitoring dan eva luas i badan u s a h a mi l ik daerah dan badan 

layanan u m u m daerah. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Perelconomian 

Pasa l 45 

Kepa la Subhiagian Perekonomian mempunya i tugas dibidang perekonomian 

berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k ke;lancaran tugas 

uni t . 

Pasa l 46 

Da l am mela lcsanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 45 , Kepsda 

Subbagian Pejrekonomian menyelenggarakan fuingsi : 

a. m e n y u s u n bahan dan data ser ta ansil isa pengembsmgan par iwisata , 

koperasi , UMKM, per industr ian dan perdagangan; ' 
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faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang 

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam, dan 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan 

pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD 

Pasal 43 

Kepala Subbagian pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas dibidang 

| pembinaan BUMD dan BLUD berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 

| teknis untuk peningkatan usaha ekonomi. 

Pasal 44 

| Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Kepala 

| Subbagian pembinaan BUMD dan BLUD menyelenggarakan fungsi : 

a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan 

badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah, 

b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan bahan usaha milik daerah dan 

badan layanan umum daerah, 

c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja badan usaha 

milik daerah dan badan layanan umum daerah, dan 

d. melakukan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah dan badan 

layanan umum daerah. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Perekonomian 

Pasal 45 

Kepala Subbagian Perekonomian mempunyai tugas dibidang perekonomian 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas 

unit. 

Pasal 46 

| Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 45, Kepala 

Subbagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun bahan dan data serta analisa pengembangan pariwisata, 

koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan, 
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b. m e n y u s u n bahan pe rumusan kebijalcan pengembangan par iwisata , 

koperasi , UMKM, per industr ian dan perdagangan; I 

c. me l akukan koordinasi dengan instans i terkait terhadap pe laksanaan 

kegiatan pengembangan par iwisata , koperasi , UMKM, per industr ian dan 

perdagangan; 

d. m e n y u s u n bahan penyusunan petunjuk pe laksanaan dan pedoman u m u m 

pengemlaangan par iwisata , koperasi , UMKM, Per industr ian dan 

perdagangan; I 

e. me l aksanakan pemantauan evaluas i dan pelaporan pengembangan 

par iwisata , koperas i ,UMKM, per industr ian dan perdagangan; dan 

f. memfasi l i tasi dan pembinaan dibidang pengembangan par iwisata , koperasi , 

UMKM per industr ian dan perdagangan. 

Paragraf 4 

Kepa la Subbagian Sumber Daya A lam 

' Pasa l 47 

Kepa la Subbagian Sumber Daya A l am mempunya i tugas dibidang Sumber Daya 

A lam berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k efisiensi 

pis laksanaan tugas. 

Pasa l 48 

Da l am melalcsanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 47 , Kepa la 

Subbagian Sumber Daya A lam menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun bahan dan data serta ana l i sa dibidang pertanian, perkebunan, 

ke tahanan pangan, pe temakan, per ikanan, energi sumber daya minera l dan 

lingkung;an h idup; 

b. Menyusun bahan pe rumusan kebi jakan dibidang pertanian, perkebunan, 

ke tahanan pangan, pe temakan, per ikanan, sumber daya a l am dan 

lingkung;an h idup; | 

c. Me laksanakan koordinasi dengan ins tans i terkait terhadap pe laksanaan 

kegiatan pertanian, perkebunan, ke tahanan pangan, pe temakan, per ikanan, 

sumber (daya a lam dan l ingkungan hidup; 

d. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pe laksanaan dan pedoman u m u m 

kegiatan pertanian, perkebunan, ke tahanan pangan, peternal ian, per ikanan, 

sumber daya a lam dan l ingkungan hidup; 
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menyusun bahan perumusan kebijakan pengembangan pariwisata, 

koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan, 

melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan 

kegiatan pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, perindustrian dan 

perdagangan, 

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum 

pengembangan pariwisata, koperasi, UMKM, Perindustrian dan 

perdagangan, 

melaksanakan pemantauan evaluasi dan pelaporan pengembangan 

pariwisata, koperasi,UMKM, perindustrian dan perdagangan, dan 

memfasilitasi dan pembinaan dibidang pengembangan pariwisata, koperasi, 

UMKM perindustrian dan perdagangan. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Sumber Daya Alam 

Pasal 47 

Kepala Subbagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas dibidang Sumber Daya 

Alam berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk efisiensi 

pelaksanaan tugas. 

Pasal 48 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 47, Kepala 

Subbagian Siimber Daya Alam menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun bahan dan data serta analisa dibidang pertanian, perkebunan, 

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energi sumber daya mineral dan 

lingkungan hidup, 

Menyusun bahan perumusan kebijakan dibidang pertanian, perkebunan, 

ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam dan 

lingkungan hidup, 

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan 

kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, 

Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum 

kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, 
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e. Melakulcan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pertanian, 

perkebunan, ke tahanan pangan, pe temakan, per ikanan, sumber daya a l am 

dan l ingkungan h idup; 

f. Memfasi l i tasi dan pembinaan dibidang pertanian, perkebunan, dan 

ke tahanan pangan, pe temakan, per ikanan dan l ingkungan 

hidup; ^ 

g. Memfasil i tasi kegiatan dibidang pertani£in, perkebunan, dan ke tahanan 

pangan, pe temakan , per ikanan dan l ingkungan hidup. 

Bag ian Kedelapan 

Bag ian Admin is t ras i Pembangunan 

Paragraf 1 

Kepa la Admin is t ras i Pembangunan 

Pasa l 49 

Kepa la Bag ian Admin is t ras i Pembangunan mempunya i tugas me laksanakan 

pen5dapan jDengoordinasian p e m m u s a n kebi jakan daerah, p»engoordinasian 

pe laksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pe laksanaan 

kebi jakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan 

evaluasi dan pelaporan. 

Pasa l 50 

Da lam me laksanakan tugas sebagaimana d i raaksud da lam Pasa l 49 , Kepa la 

Bag ian Admin is t ras i Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah dibidang 

pen5usunan program, pengendalian program dan eva luas i dan pelaporan; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang pen5usunan program pengendalian program dan eva luas i dan 

pelaporan; I 

c. penyiapan bahan pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan daerah 

terkait pencapaian tu juan kebi jakan, dampak yang t idak di ing inkan dan 

faktor j u n g mempengaruhi pencapaian tu juan kebi jakan dibidang 

penyusunan program, pengendalian program dan eva luas i dan pelaporaii ; 

dan 

d. pe laksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh as is ten Perekonomian dan 

pembangunan yang berkai tan dangan tugasnya. 
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Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dibidang pertanian, 

perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya alam 

dan lingkungan hidup, 

Memfasilitasi dan pembinaan dibidang pertanian, perkebunan, dan 

ketahanan pangan, peternakan, perikanan dan lingkungan 

hidup, 

Memfasilitasi kegiatan dibidang pertanian, perkebunan, dan ketahanan 

pangan, peternakan , perikanan dan lingkungan hidup. 

Bagian Kedelapan 

Bagian Administrasi Pembangunan 

Paragraf 1 

Kepala Administrasi Pembangunan 

Pasal 49 

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan rnempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan 

evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Kepala 

Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang 

penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan, 

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang penyusunan program pengendalian program dan evaluasi dan 

pelaporan, 

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak di inginkan dan 

faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang 

penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan, 

dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Perekonomian dan 

pembangunan yang berkaitan dangan tugasnya. 
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Paragraf 2 

I Kepala Subbagian Penyusunan Program 

Pasa l 5 1 
1 

Kiepala Subbagian Penyusunan Program mempunya i tugas dibidang program 

berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis u n t u k efisiensi tugas. 

Pasa l 52 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 5 1 , Kepa la 

Subbagian p(5n5aisunan Program menyelenggarakan fungsi : 

a . m e n y u s u n dan mempers iapkan rencana kegiatan penyusunan program 

pembangunan daerah; [ 

b. m e n y u s u n bahan kebi jakan da lam rangka mempersiajpkan program 

pembanguan daerah; 

c. p enyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

penyusunan program pembanguan daerah; 

d. me laksanakan koordinasi dengan peme;rintahan pusat , provinsi dan 

kabupaten kota la in serta p ihak swas ta da lam rangka penyusunan sinergitas 

program pembangunan daerah; I 

e. me laksanakan sosia l isas i dengan koordinasi da lam rangka penyusunan 

program pembangunan daerah; • 

f. me l aksanakan penyusunan program pembanguan da lam rangka 

mengemtiangan akses pembangunan daeral i ; 

g. me laksanakan koordinasi dan fasi l i tasi p enyusunan program pembangunan 

da lam rangka mengurangi resiko dan kemg ian p ihak la in da lam rangka 

kelancaram program pembangunan daerah; idan 

h. melakukem monitoring, eva luas i dan pislaporan program pembanguan 

daerah. 

Paragraf 3 

Kepa la Subbagian Pengendsilian Program 

Pasa l 53 

Ki ipa la Subbjigian Pengendalian Program mempunya i tugas me laksanakan tugas 

pengendalian Program berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan petunjuk teknis 

u n t u k efesien k iner ja . 
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Paragraf 2 

Kepala Subbagian Penyusunan Program 

Pasal 51 

Kepala Subbagian Penyusunan Program merapunyai tugas dibidang program 

berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk efisiensi tugas. 

Pasal 52 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Kepala 

Subbagian penyusunan Program menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program 

pembangunan daerah, 

b. menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program 

pembanguan daerah, 

Cc. penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

penyusunan program pembanguan daerah, 

| d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintahan pusat, provinsi dan 

kabupaten kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan sinergitas 

program pembangunan daerah, 

e. melaksanakan sosialisasi dengan koordinasi dalam rangka penyusunan 

program pembangunan daerah, 

f. melaksanakan penyusunan program  pembanguan dalam rangka 

mengembangan akses pembangunan daerah, 

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perryusunan program pembangunan 

dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka 

kelancaran program pembangunan daerah, dan 

h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembanguan 

daerah. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Pengendalian Program 

Pasal 53 

| Kepala Subbagian Pengendalian Program mempunyai tugas melaksanakan tugas 

pengendalian Program berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

untuk efesien kinerja. 
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Pasa l 54 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 53 , Kepa la 

Subbagian Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi : 

a . menyusun rencana kegiatan pengendalian jsrogram pembangunan; 

b. m e n y u s u n bahan kebi jakan pengendalian pembangunan yang 

diselengg;arakan oleh pemerintah m a u p u n swasta agar pembangunan sesuai 

dengan program pembangunan daerah; 1 

c. m e n y u s u n pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan 

pembangunan da lam rangka pengendalian j^rogram pembangunan daerah; ' 

d. me l aksanakan koordinasi dengan berbagai p ihak da lam rangka mengurangi 

t ingkat njs iko dan kerugian akibat pe laksanaan program pembangunan baik 

oleh pemerintah m a u p u n swasta ; I 

e. mengendal ian sinergitas program pemlaangunan baik oleh lembaga 

pemerintah m a u p u n swasta ; dan 

f. me l aksanakan pembinaan dan fasil itas da lam rangka pengendalian 

pe laksanaan program pembangunan. 

Paragraf 4 
I 

Kepala Subbagian E v a l u a s i D a n Pelaporan 

Pasa l 55 

Kepa la Subbagian E v a l u a s i dan Pelaporan mempunya i tugas me laksanakan 

tugas dibidang eva luas i dan pelaporan berdasarkan petunjuk pe laksanaan dan 

petunjuk teknis u n t u k efisiensi k iner ja . 

Pasa l 56 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 55 , Kepa la 

Subbagian E v a l u a s i dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 

a . Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan 

daerah; 

b. Me laksanakan monitoring dan pelaporan pe laksanakan program 

pembangunan daerah; 

c. Menjrusuri pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pe laksanaan monitoring 

dan eva luas i pe laksanaan program pembanguanan daerah; 

d. Melaksant ikan koordinasi dan fasi l i tasi da lam rangka pe laksanaan 

monitoring dan eva luas i program pembangunan daerah; 
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Pasal 54 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala 

Subbagian Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi : 

a. menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan, 

menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai 

dengan program pembangunan daerah, 

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah: 

melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi 

tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik 

oleh pemerintah maupun swasta, 

mengendalian sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga 

pemerintah maupun swasta, dan 

melaksanakan pembinaan dan fasilitas dalam rangka pengendalian 

pelaksanaan program pembangunan. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan 

Pasal 55 

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan 

tugas dibidang evaluasi dan pelaporan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan 

(petunjuk teknis untuk efisiensi kinerja. 

Pasal 56 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kepala 

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi : 

a. Menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan 

daerah, 

Melaksanakan monitoring dan pelaporan  pelaksanakan program 

pembangunan daerah, 

Menyusuri pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan program pembanguanan daerah, 

Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah, 
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e. Mencatat, m e n y u s u n rekomendasi dan menindaklanjut i has i l t emuan 

monitoring dan eva luas i program pembangunan daerah; 1 

f. Mengolah dan menya j ikan data h a s i l eva luas i pe laksanaan program 

pembangyman daerah; dan I 

g. Menyusun has i l evaluasi dan pelaporan sebagai bahan pe rumusan kebi jakan 

program pembangunan daerah. 

Bag ian Kesembi lan 

Bag ian Pengadaan Ba rang D a n j a s a 

Paragraf 1 

Kepa la Bag ian Pengadaan Bsirang D a n j a s a 

Pasa l 57 

Kepala Bag ian Pengadaan B a r a n g D a n J a s a mempunya i tugas me l aksanakan 

penyiapan pe rumusan kebi jakan daerah, pengcordinasian,perumusan kebi jakan 

dfierah, pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat daerah, pe laksanaan 

pemantauan dan eva luas i dibidang pengelolaan pengadaan ba iang dan j a s a , 

pengelolaan layanan pengadaan secara e lekt iunik, pembinaan dan advokasi 

peugadaan beirang dan j a s a . 

Pasa l 58 

D a l a m melak:sanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasial 57 , Kepa la 

Bfigian Pengadaan barang dan j a s a menyelenggarakan fungsi : I 

a. penyiapan bahan pe rumusan keb i jakan daerah dibidang pengelolaan 

pengadasm barang dan j a s a , pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan j a s a ; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah dibidang 

pengelolaan pengadaan secara elektronik pembinaan <lan advokasi 

pengadaan barang dan j a s a ; 

c. penyiapan baham pengoordinasian pe laksanaan tugas pereingkat daerah 

dibidang pengelolaan pengadaan barang dan j a s a , pengelolaan l ayanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi peng;adaan barang 

dan j a s a ; 

d. penyiapan bahan pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan daerah 

terkait pengelolaan pengadaan barang dan j a s a , pengelolaan l ayanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

dan j a s a ; dan 
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Mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan 

monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah: 

Mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program 

pembangunan daerah, dan 

Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumusan kebijakan 

program pembangunan daerah. 

Bagian Kesembilan 

Bagian Pengadaan Barang Dan jasa 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan jasa 

Pasal 57 

Kepala Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengcordinasian,perumusan kebijakan 

| 
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan 

pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, 

(pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang dan jasa. 

Pasal 58 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Kepala 

Bagian Pengadaan barang dan jasa menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang pengelolaan 

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara 

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, 

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang 

pengelolaan pengadaan secara elektronik pembinaan dan advokasi 

pengadaan barang dan jasa, 

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah 

dibidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

dan jasa, 

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan 

pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang 

dan jasa, dan 
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e. pe laksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh as is ten penjkonomian dan 

pembangunan yang berkai tan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepa la Subbagian Pengelolaan dan pengadaan B a r a n g dan J a s a 

Pasa l 59 

Kepa la Subtiagian pengelolaan dan pengadasin barang dan j a s a mempunya i 

tugas mengelola pengadaan barang dan j a s a beirdasarkan petunjuk pe laksanaan 

dan petunjuk teknis u n t u k terbitnya pe laksanaan program kegiatan pengelolaan 

p(;ngadaan bjirang dan j a s a . 

Pasa l 60 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 59 , Kepa la 

Subbagian pe;ngelolaan pengadaan barang dan j a s a menyelengggarakan fungsi : 

a. me laksanakan inventar is paket pengadaan barang/jasa; 

b. me l aksanakan riset dan ana l i s is pasar barang j a s a ; 

c. m e n y u s u n strategi pengadaan barang/jasa; 

d. me l aksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemi l ihan peserta; 

e. menghimipun kebi jakan teknis penyusunan program pembangunan daerah 

sesua i kebutuhan sebagai dasar pedoman tugas;dokumen pendukung 

l a innya dan informasi yang d ibu tuhkan ; | 

f. me l aksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik 

lokal/sektoral ; ^ 

g. memban lu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa 

pemerintah; dan 

h . memantau dan mengevaluasi pe laksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara E lek t ron ik 

Pasa l 6 1 

Kepa la Subbagian pengelolaan Layanan Pengadaan secara E lekt ron ik 

mempunya i tugas me laksanakan pengelolaan layanan pengadaan (dan mengelola 

s is tem secara elektronik pengadaan barang dan j a s a berdasarkan pera turan 

pe:rundang-un dangan. 
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e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan 

pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Pengelolaan dan pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 59 

Kepala Subbagian pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa mempunyai 

tugas mengelola pengadaan barang dan jasa berdasarkan petunjuk pelaksanaan 

dan petunjuk teknis untuk terbitnya pelaksanaan program kegiatan pengelolaan 

| pengadaan barang dan jasa. 

Pasal 60 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Kepala 

| Subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa menyelengggarakan fungsi : 

a. melaksanakan inventaris paket pengadaan barang/jasa, 

b. melaksanakan riset dan analisis pasar barang jasa, 

le. menyusun Strategi pengadaan barang/jasa, 

d. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan peserta, 

e. menghimpun kebijakan teknis penyusunan program pembangunan daerah 

sesuai kebutuhan sebagai dasar pedoman tugas,dokumen pendukung 

lainnya dan informasi yang dibutuhkan, 

f. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik 

lokal/ sektoral, 

g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa 

pemerintah, dan 

h. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

Pasal 61 

Kepala Subbagian pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 
| 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan dan mengelola 

sistem secara elektronik pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasa l 62 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 1 , Kepa la 

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Seeara E l ek t ron ik menyelenggarakan 

fungsi : 

a. me l aksanakan pengelolaan s e lu ruh sistem informasi pengadaan barang/jasa 

( termasuk a k u n pengguna s istem pengadaan secara elektronik) dan 

in f ras t rukturnya ; 

b. me laksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemcsrintah secara 

elektronik; 

c. memfasi l i tasi pe laksanaan registrasi dan visrifikasi pengguna s e lu ruh s istem 

informasi pengadaan barang/jasa; 

d. mengindisntifikasi kebu tuhan pengembangan s istem informasi ; 

e. me l aksanakan pengembangan sistem irjiformasi yang dilDutuhkan oleh 

U K P B J ; 

f. me l aksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah 

kepada masyaraka t luas ; 

g. mengelola informasi kontrak; dan 

h. mengelola informasi manajemen barang/jasa has i l pengadaan. 

Paragraf 4 

Kepa la Subbagian Pembinaan D a n Advokasii pengadaan B a r a n g dan J a s a 

Pasa l 63 

Kepa la Subt>agian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan j a s a tugas 

pembinaan ]Dengadaan dan pemi l ihan penyedia barang dan j a s a yang efektif, 

efisien, transiparan dan akuntabe l berdasarkan peraturan perundang-undangan 

guna terselenggaranya pembangunan daerah. 

Pasa l 64 

E>alam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud Pasa l 6 3 , Kepala 

Subbagian Pembinaan D a n Advokasi F'engadaan Ba rang dan J a s a 

menyelenggarakan f u n g s i : 

a. me l aksanakan pembinaan bagi pa ra pe laku pengadaan barang/jasa 

pemerintah, te rutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan U K P B J ; 

b. me l aksankan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa; 

c. melaksamakan pembinaan hubungan dengan pa ra pemangku kepentingan; 
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Pasal 62 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Kepala 

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan 

fungsi : 

a. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa 

(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan 

infrastrukturnya, 

b. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara 

elektronik: 

c. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem 

informasi pengadaan barang/jasa, 

d. mengindentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi, 

e. melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh 

UKPBJ, 

f. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah 

kepada masyarakat luas, 

| g. mengelola informasi kontrak, dan 

h. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Pembinaan Dan Advokasi pengadaan Barang dan Jasa 

Pasal 63 

Kepala Subbagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa tugas 

| pembinaan pengadaan dan pemilihan penyedia barang dan jasa yang efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan 

guna terselenggaranya pembangunan daerah. 

Pasal 64 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 63, Kepala 

Subbagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 

menyelenggarakan fungsi : 

a. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa 

pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan UKPBJ:, 

b. melaksankan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa, 

c. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, 
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d . melaks£inakan pengelolaan dan pengukurom tingkat kematangan U K B P J ; 

e. melaksgmakan ana l i s i s beban ker ja U K P B J ; 

f. me lakss inakan pengelolaan personi l UKBPvJ; 

g. melaksgmakan pengembgmgan s istem insent i f personal U K P B J ; 

h . memfasi l i tasi implementasi stgmdarisasi l ayanan pengadaan secara 

elektronik; 

i . melaksgmakan pengelolaan dan pengukunm kiner ja pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 

j . me l aksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/a tau konsu l tas i 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah di l ingkungan pemerintah 

provinsi kabupatan/kota dan desa; 

k. melaksamakan bimbingan teknis pendampingan dan/aitau konsu l tas i 

penggunaan se lu ruh s is trem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah 

an ta ra la in S I R U P , S P S E , E-katalog, E-Moriev, S ikap ; dan 

1. me l aksanakan l ayanan penyelesaian senglceta kont rak mela lui mediasi . 

Bag ian Kesepu luh 

As is ten Admin is t ras i Umum. dan Aparatur 

Pasa l 6 5 

As is ten Admin is t ras i U m u m dan Aparatur mempunya i tugas membantu 

Sekretar is Daerah da lam pe laksanaan kebijakgm, penyusunan ke;bijakan daerah 

dan pengoordinasian penjrusunan kebijgLkan di ierah dibidang u m u m , organisasi , 

protokol dan komun ikas i p impinan. 

Pasa l 66 

D'alam me l aksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 6 5 , 

As is ten /idministrasi U m u m dan Apara tur menyelenggarakan 

fungsi : 

a. pelaksanaian keb i jakan dibidang u m u m , protokol dan komun ikas i p impinan; 

b. pen5nasunan kebi jakan daerah dibidang organisasi ; 

c. pengoordinasian pe laksanaan tugas perangkat daerah dibidang organisasi ; 

d. penyiapan pe laksanaan pemantauan dan eva luas i dibidang u m u m , 

organisasi , protokol dan komun ikas i p impinan; 

e. pemantauan dan eva luas i pe laksanaan kebi jakan daerah dibidjing organisasi ; 

f. penyiapan pe laksanaan pembinaan administrator dan ASN pada ins tans i 

daerah; dan 
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d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKBPJ: 

e. melaksanakan analisis beban kerja UKPBJ, 

fl. — melaksanakan pengelolaan personil UKBPJ, 

g. melaksanakan pengembangan sistem insentif personal UKPBJ, 

h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara 

elektronik, 

i. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa 

pemerintah, 

j- melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi 

proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah 

provinsi kabupatan/kota dan desa, 

k. melaksanakan bimbingan teknis pendampingan dan/atau konsultasi 

penggunaan seluruh sistrem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah 

antara lain SIRUP, SPSE, E-katalog, E-Monev, Sikap, dan 

Il. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. 

Bagian Kesepuluh 

Asisten Administrasi Umum. dan Aparatur 

Pasal 65 

Asisten Adrninistrasi Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah 

dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang umum, organisasi, 

protokol dan komunikasi pimpinan. 

Pasal 66 

| Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, 

| Asisten Administrasi Umum dan Aparatur menyelenggarakan 

fungsi : 

a. pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan, 

b. penyusunan kebijakan daerah dibidang organisasi, 

S pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang organisasi, 

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang umum, 

organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, 

e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang organisasi, 

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrator dan ASN pada instansi 

daerah, dan 
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g. pe laksanaan fungsi l a in yang diber ikan oleh Sekretar is Dgierah dibidang 

u m u m , organisasi , protokol dan komun ikas i p impinan yang bei-kaitan dengan 

tugasnya. 

Bag ian Kesebelas 

Bag ian U m u m 

Paragaraf 1 

Kepala Bag ian U m u m 

Pasa l 67 

Ke^pala Bag ian U m u m mempunya i tugas me l aksanakan penyiapan pe laksanaan 

ke:bijakan dan pemantauan dan eva luas i dibidang tata u s a h a pimjDinan, staf ah l i 

dsin kepegawEiian, keuangan, r u m a h tangga dan perlengkapan. 

Pasa l 68 

Di i lam melakisanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasial 67 , Kepala 

Bag ian U m u m menyelenggarakan fungsi : 

a . penyiapan bahan pe laksanaan kebi jakan dibiidang tata u s a h a p impinan, staf 

ah l i dan kiipegawaian, keuangan, r u m a h tangga dan perlengkapan; 

b. penyiapan bahan pe laksanaan pemantauan (Jan eva luas i dibidang tata u s a h a 

p impinan, staf ah l i dan kepegawaian, ]<;euangan, rumah tangga dan 

perlengkapan; dan 

c. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh as is ten admin is t ras i u m u m yang 

berkai tan (dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepa la Subbagian T a t a Usa l i a P impinan, 

Sta f Ah l i dan Kepegawaian 

Pasa l 69 

Kepa la Subbeigian T a t a U s a h a P impinan, Sta f Ah l i dan Kepegawaian mempunya i 

tugas; 

a . me laksanakan pengelolaan admin is t ras i perkantoran yang mel iputi kegiatan 

ta ta u s a h a u m u m , persuratan, kepegawaian Sekretar is Daerah , As is ten 

Sekretar is Daerah , Sta f Ah l i , dan rapat-rapat d inas ; 
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g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang 

umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan 

tugasnya. 

Bagian Kesebelas 

Bagian Umum 

Paragaraf 1 

Kepala Bagian Umum 

Pasal 67 

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan 

kebijakan dan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha pimpinan, staf ahli 

dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan. 

Pasal 68 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Kepala 

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha pimpinan, staf 

ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, 

b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang tata usaha 

pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan 

perlengkapan, dan 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten administrasi umum yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, 

Staf Ahli dan Kepegawaian 

Pasal 69 

Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai 

tugas, 

a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan 

tata usaha umum, persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten 

Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas, 
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b. melaksaneikan pemantauan dan eva luas i dibidang pengelolaan admin is t ras i 

perkantorein yang mel iputi kegiatan tata u s a h a u m u m , persuratan, 

kepegawaian Sekretar is Daerah , Asisten St ikretaris Daerah , Staf Ah l i , dan 

rapat-rapsit d inas ; dan 

c. melaksaneikan pengelolaan kears ipan; 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Keuangan 

Pasa l 70 

Kepa la Subbagian Keuangan mempunya i tugas : 

a. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan 

pertanggungjawaban anggaran di l ingkungar. Sekretar iat Daerah ; 

b m e n y u s u n dan me l aksanakan kebi jakan anggaran, perbendaharaan dan 

pertanggungjawaban di l ingkungan Sekretar iat Daerah ; 

c. me laksanakan teknis pengelolaan admin is t ras i keuangan, perbendaharaan, 

anggaran dan pertanggungjawaban di l ingkungan Sekretar iat Daerah; ' 

d. me l aksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkung;an Sekretar iat 

Daerah ; j 

e. me l aksanakan pengelolaan perbendaharaan, ang;garan dan 

pertanggungjawaban; I 

f. melaksamakan pembinaan dan fasi l i tasi perbendaharaan, anggaran dan 

pertanggungjawaban di l ingkungan Sekretar iat Daerah ; 

g me laksanakan sistem pengendalian intern; dan 

h . me l akukan evaluas i dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan 

pertanggungjawaban di l ingkungan Sekretar iat Daerah ; 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian R u m a h Tangga dan Perlengkapan 

Pasa l 7 1 

Kiepala Subbagian R u m a h Tangga dan Perlengkapan mempunya i tugas; 

a. me l aksanakan u r u s a n r u m a h tangga Kepala Daerah dan Waki l Kepala Daerah 

serta Seki-etariat Daerah ; 

b. me l aksanakan penyediaan akomodasi , j a m u a n , m a k a n a n dan m i n u m a n 

u n t u k kegiatan Pemerintah Daerah, T a m u Pemerintah Daerah dan rapat-

rapat; 
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melaksanakan pemantauan dan evaluasi dibidang pengelolaan administrasi 

perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, 

kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan 

rapat-rapat dinas, dan 

melaksanakan pengelolaan kearsipan, 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Keuangan 

Pasal 70 

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. merencanakan kegiatan pengelolaan anggaran, keuangan, dan 

pertanggungjawaban anggaran di lingkungan Sekretariat Daerah, 

. menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan dan 

pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah, 

melaksanakan teknis pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, 

anggaran dan pertanggungjawaban dilingkungan Sekretariat Daerah, 

melaksanakan tugas penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat 

Daerah: 

melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, anggaran dan 

pertanggungjawaban, 

melaksanakan pembinaan dan fasilitasi perbendaharaan, anggaran dan 

pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah, 

melaksanakan sistem pengendalian intern, dan 

. melakukan evaluasi dan pelaporan fungsi perbendaharaan, anggaran dan 

pertanggungjawaban di lingkungan Sekretariat Daerah, 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan 

Pasal 71 

Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas, 

a. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil! Kepala Daerah 

serta Sekretariat Daerah, 

melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman 

untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat- 

rapat, 
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c. melaksariEikan kebi jakan pengamanan, pemel iharaan s a r a n a dan p rasa rana 

ser ta menjaga kebers ihan kantor di l ingkup Elekretariat Daerah; ^ 

d. me laksan i ikan keb i jakan pengadaan perlengikapan Kepa la Daerah dan Wak i l 

Kepa la Daerah serta Sekretar iat Daerah; 

e. me laksanakan kebi jakan pengelolaan, penggunaan, peng;endalian dan 

pemel iharaan kendaraan d inas Kepala Daerah dan Wak i l serta Sekretar iat 

Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan; | 

f. me l aksanakan pemel iharaan s a r a n a dan prasarana , menjaga kebers ihan dan 

pemel iharaan R u m a h D inas Kepala Daeralt dan Wak i l serta R u m a h D inas 

Sekretar iat Daerah ; dan j 

g. me l aksanakan penyiapan sa rana dan p rasa rana u n t u k mendulcung kegiatan 

Kepala Daerah dan Wak i l Kepala Daerah se r i a Sekretar iat Daerah. 

Bag ian Kedua Be las 

Bag ian Organis£isi 

Paragraf 1 

Kepala Bag ian Organisas i 
I 

I 

Pasa l 72 

Kepala Bag ian Organisas i mempunya i tugas me l aksanakan penyiapan 

pe rumusan kebi jakan daerah, pengoordinasian pe rumusan ket i i jakan daerah, 

pengoordinasian pe laksanaan tugas Perangkat JDaerah, pemantauan dan eva luas i 

pe laksanaan kebi jakan daerah dibidang kelembagaan dan ana l i s i s j aba tan , 
i 

pe layanan publ ik dan tata l aksana , dan k iner ja dan reformasi b irokrasi . 

Pasa l 73 

C'alam me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 72 , Kepa la 

Bag ian Organisas i menyelenggarakan fungsi : 

a . penyiapan bahan pe rumusan kebi jakan daerah dibidang kelembagaan dan 

ana l i s i s j aba tan , pe layanan publ ik dan tata l a k s a n a ser ta k iner ja dan 

reformasi b i rokras i ; 

b. penyiapan bahan pengoordinasian pe rumusan kebi jakan daerah dibidang 

kelembagaan dan ana l i s i s j aba tan , pe layanan publ ik dan tata l a k s a n a serta 

k iner ja d£in reformasi b i rokras i ; 
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c. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan prasarana 

serta menjaga kebersihan kantor di lingkup Sekretariat Daerah, 

d. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah, 

e. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan 

pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Sekretariat 

Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa kendaraan, 

f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga kebersihan dan 

pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil serta Rumah Dinas 

Sekretariat Daerah, dan 

g. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah. 

Bagian Kedua Belas 

Bagian Organisasi 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Organisasi 

Pasal 72 

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, 

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, 

pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi. 

Pasal 73 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 72, Kepala 

Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang kelembagaan dan 

analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan 

reformasi birokrasi, 

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang 

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta 

kinerja dan reformasi birokrasi, 
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c. penyiapan bahan pengoordinasian pe laksanaan tugas Pertingkat Daerah 

dibidang Kelembagaan dan Anal is i s J a b a t a n , Pe layanan Pub l ik dan Ta ta 

L a k s a n a ser ta K iner ja dan Reformasi B i r ok ras i ; 

d penyiapan bahan pemantauan dan evaluasii pe laksanaan keloijakan daerah 

dibidang kelembagaan dan ana l i s i s j aba tan , pe layanan publ ik dan tata 

l a k s a n a serta k iner ja dan reformasi b irokrasi ;dan ' 

e. pe laksanaan fungsi l a in yang d iber ikan oleh Asisten Admin is t ras i U m u m yang 

berkai tan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepa la Subbagian Kelembagaan dan Ana l i s i s J a b a t a n 

Pasa l 74 

Kepala Subbagian Kelembagaan dan Anal is i s J a b a t a n mempunya i tugas: 

a . meny iapkan bahan penyusunan S t ruk tu r Organisas i dan T a t a Ker ja (SOTK) ; 

b. m e n y u s u n bahan koordinasi pe rumusan tugas dan fungsi j aba tan organisasi 

Perangkat Daerah; ^ 

c. m e n y u s u n bahan evaluasi kelembagaan Pereingkat Daerah dan un i t pe laksana 

teknis daerah; 

d. menyusun Standar Kompetensi J a b a t a n ( S K J ) ; 

e. menyusun ana l i s i s j aba tan , ana l i s i s beban kerja, dan eva luas i j aba tan ; ; 

f. m e n y u s u n ka j ian akademik terhadap u s u k m penataan organisasi Perangkat 

Daerah ; dan 

g. menyusun profil kelembagaan Perangkat Daisrah; 

Paragraf 3 

Kepa la Subbagian Pelayanan Publ ik dan Ta ta L a k s a n a 

Pasa l 75 

Klepala Subbagian Pelayanan Publ ik dan T a t a L a k s a n a mempunya i tugas; 

a. m e n y u s u n pedoman tata n a s k a h d inas, paka ian d inas , j a m kerja, metode 

kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja; 

b. meny iapkan bahan pembinaan serta bimbingan telmis dibidang 

ke ta ta laksanaan dan pelayanan publ ik bag;i un i t kerja/organisasi Perangkat 

Daerah di. l ingkungan Pemerintah Daerah; I 

c. me l aksanakan sosia l isas i dan fasi l i tasi penyusunan Standar Pe layanan 

Publ ik ; 
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Cc. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata 

Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi, 

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

dibidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata 

laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi,dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan 

Pasal 74 

Kepala Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas: 

menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), 

menyusun bahan koordinasi perumusan tugas dan fungsi jabatan organisasi 

Perangkat Daerah, 

. menyusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit pelaksana 

teknis daerah, 

. menyusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), 

. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan, 

menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi Perangkat 

Daerah, dan 

menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah, 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 

Pasal 75 

Kepala Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas, 

a. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja, metode 

Cc. 

kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja, 

menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis dibidang 

ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, 

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan 

Publik, 
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d. menghimpun dan memfasi l i tasi S tandar Operasional Prosedur (SOP) yang 

d i s u s u n oleh masing-masing Perangkat Daerah; 

e. meny iapkan bahan monitoring dan evaluasi ]3elayanan publ ik; dan 

f. me l aksanakan koordinasi dan fasi l i tasi i n ova s i pe layanan publ ik. 

Paragraf 4 

Kepa la Subbagian K iner ja dan Reformasi B i r ok ras i 

Pasa l 76 

Kepala Subbagian Kiner ja dan Reformasi B i r ok ras i mempunya i tugas: 

a. m e n y u s u n bahan kebi jakan teknis Peningkatann Kiner ja dan Reformasi 

B i r ok ras i ; 

b. menyusun bahan Laporan K iner ja Ins tans i Pemerintah ( L K J L P ) Kota; 

c. m e n y u s u n road map reformasi b irokrasi ; 

d. me l akukan fasi l i tasi pe laksanaan S is tem Akuntabi l i tas K iner ja Ins tans i 

Pemerintah ( S A K P ) ; dan I 

e. me laksanakan monitoring dan eva luas i pe laksanaan kebijakfin Peningkatan 

K n e r j a dan Reformasi B i rokras i . 

Bag ian Ketiga Be las 

Bag ian Protokol dan Komun ikas i P impinan 

Paragraf 1 

Kepala Bag ian Protokol dan Komun ikas i P impinan 

Pasa l 77 

Klepala Bag;ian Protokol dan Komun ikas i P impinan mempunya i tugas 

melaksanakein penyiapan pe laksanaan kebi jakan, pengoordinasian pe laksanaan 

tugas Perangkat Daerah , pemantauan dan eva luas i pe laksanaan keb i jakan 

daerah dibidang protokol, komun ikas i p impinan, dan dokumentasi . 

Pasa l 78 

Da l am me laksanakan tugas sebagaimana d imaksud da lam Pasa l 77 , Kepa 

Efagian Protckol dan Komun ikas i P impinan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pe laksanaan kebi jakan dibidang protokol, komun ikas i 

p impinan, dan dokumentas i ; 
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d. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah, 

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik, dan 

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 

Pasal 76 

Kepala Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas: 

a. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatann Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi, 

b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJLP) Kota, 

c. menyusun road map reformasi birokrasi, 

d. melakukan fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah ( SAKIP), dan 

ec. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Peningkatan 

Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

Bagian Ketiga Belas 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Pasal 77 

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

daerah dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. 

Pasal 78 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Kepala 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang protokol, komunikasi 

pimpinan, dan dokumentasi, 
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b. penyiapan bahan pengoordinasian pe laksanaan tugas Perangkat Daerah 

dibidang protokol, komun ikas i p impinan, dan dokumentas i ; I 

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pe laksanaan kebi jakan daerah 

terkait protokol, dan dokumentas i ; dan 

d. pe laksanaan fungsi la in yang diber ikan oleh as is ten Administra s i U m u m yang 

berkai tan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Protokol 

Pasa l 79 

K(5pala SubbEigian Protokol mempunya i tugas: 

a. me laksant ikan tata protokoler da lam rangksi penyambutan t a m u pemerintah 

daerah; 

b. meny iapkan bahan koordinasi dan/a tau fasi l i tasi keprotokolan; 

c. meny iapkan bahan informasi a ca ra dan j adwa l kegiatan Kepala Daerah dan 

Wak i l Kepala Daerah ; 

d. menginformasikan j adwa l dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan 

e. me l aksanakan koordinasi dan fasi l i tasi kegjatan Kepa la Daerah dan Wak i l 

Kepa la Daerah. 

Paragraf 3 

Kepa la Subbagian Komunik:asi P impinan 

Pasa l 80 

Kepa la Subbagian Komun ikas i P impinan mempunya i tugas : 

a. menjal in hubungan dengan berbagai p ihak terkait pe laksanaan fungsi j u r u 

b icara p impinan daerah; 

b. memberi m a s u k a n kepada p impinan daerah tentang penyampaian informasi 

tertentu; 

c. member ikan informasi dan penjelasan kepada p ihak-p ihak terkait sesua i 

dengan kt ibutuhan dan a tau atas a rahan p impinan; j 

d. menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak 

sesua i k ebu tuhan Kepa la Daerah dan Wak i l Kepa la Daerah ; 

e. meny iapkan dan menggandakan bahan m a h M i rapat; 
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penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

dibidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi: 

penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah 

terkait protokol, dan dokumentasi, dan 

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten Administrasi Umum yang 

berkaitan dengan tugasnya. 

Paragraf 2 

Kepala Subbagian Protokol 

Pasal 79 

Kepala Subbagian Protokol mempunyai tugas: 

a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah 

daerah, 

menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan, 

menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah, 

menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah, dan 

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

Paragraf 3 

Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan 

Pasal 80 

Kepala Subbagian Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas : 

a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi juru 

bicara pimpinan daerah, 

memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang penyampaian informasi 

tertentu, 

memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pihak terkait sesuai 

dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan, 

menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat penting dan mendesak 

sesuai kebutuhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

menyiapkan dan menggandakan bahan materi rapat, 
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f. meny iapkan dan menggandakan bahan mater i kebi jakan; dan 

g. menyusun n a s k a h sambutan dan pidato Klepala Daerah dan Wak i l Kepa la 

Daerah . 

Paragraf 4 

Kepa la Subbagian Dokumentas i P impinan 

Pasa l 8 1 

Kepa la Subbagian Dokumentas i P impinan mempunya i tugas: 

a. mendokumentas ikan kegiatan Kepala Daerah dan Wak i l Kepala Daerah ; 

b. m e n y u s u n notulensi rapat Kepala Daerah dan Wak i l Kepa la Daerah ; dan 

c. memfasi l irasi pel iputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wak i l 

Kepa la Daerah. 

Bag ian Keempat Eielas 

Kelompok J a b a t a n Fungs iona l 

Pasa l 82 
t 

Kelompot j aba tan fungsional mempunya i tugas me l akukan kegiatan sesuai 

dengan j aba tan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-u ndangan. 

Pasa l 83 

(1) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud da lam l^asal 82 , terdiri 

a tas j aba tan yang terbagi da lam kelompok j aba tan fungsional sesua i dengan 

bidang l<:eahliannya. | 

(2) J e n i s clan jenjang j aba tan fungsional d iatur berdasarkan ketentuan 

peratur£in perundang-undangan yang t i e rk iku. 

B A B V 

TATA K E R J A 

Pasa l 84 

(1) Da l am me laksanakan tugasnya Sekretar iat Daerah Kota wajib 

menyelenggarakan koordinasi , integrasi, dan s inkron isas i baik di l ingkungan 

masing-masing m a u p u n antar s a tuan ( jrganisasi sesua i dengan tugas 

masing-masing. i 
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menyiapkan dan menggandakan bahan materi kebijakan: dan 

menyusuri naskah sambutan dan pidato Kepala Daerah dar: Wakil Kepala 

Daerah. 

Paragraf 4 

Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan 

Pasal 81 

Kepala Subbagian Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas: 

mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

menyusun notulensi rapat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan 

memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. 

Bagian Keempat Belas 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 82 

Kelompot jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 

dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) 

(2) 

Pasal 83 

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, terdiri 

atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang tierlaku. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 84 

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah Kota wajib 

menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan 

masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas 

masing-masing. 
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(2) Setiap p impinan sa tuan organisasi da lam l ingkungan Sekretar iat Daerah 

Kota berkewajiban member ikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan 

peker jaan pada u n s u r - u n s u r pembantu pe laksana yang berada da lam 

l ingkungan ker janya. 

Pasa l 85 

(1) Sekretar is Daerah Kota da lam me laksanakan tugasnya berdasarkan 

kebi jakan yang ditetapkan oleh Wal ikota Gorontalo. 

(2) Sekretar is Daerah Kota berkewajiban member ikan petunjuk, membina dan 

membimbing serta mengawasi pekerjaan u n s u r - u n s u r pembantu dan 

pe laksana di l ingkungan Sekretar iat Daerah. 

B A B V I 

E S E L O N , PENGANGKATAN DAN P E M B E R H E N T I A N 

Pasa l 86 

(1) Sekretar is Daerah merupakan j aba tan s t ruk tu ra l eselon I l a a t au j aba tan 

p impinan tinggi pratama. 

(2) As isten merupakan j aba tan s t ruk tu ra l eselon l ib a t au ja t ia tan p impinan 

tinggi pratama. 1 

(3) Kepala Bag ian merupakan j aba tan s t ruk tu ra l eselon I l k i a t au j aba tan 

administrator. 

(-=1) Kepala Subbagian, merupakan j aba tan s t ruk tu ra l eselon I\^a a tau j aba tan 

pengawas. 

Pasa l 87 

Pejabat st i -uktural pada Sekretar iat Daerah Kota Gorontalo diangkat dan 

diberhent ikan oleh Wal ikota berdasarkan ketentuan Pera turan Perundang-
I 

undangan ytmg ber laku. 

B A B V I I 

K E T E N T U A N P E R A L I H A N 

Pasa l 88 

F'ada saat Pera turan Wal ikota Gorontalo in i mu la i ber laku, ja t ia tan yang ada 

tieserta pejabat yang memangku j aba tan tetap me laksanakan tugas dan 

fungsinya ssimpai dengan d ibentuknya j aba tan ba ru dan diangkat pejabat ba ru 

hierdasarkan Peraturan Wal ikota in i . 
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(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah 

Kota berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan 

pekerjaan pada unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam 

lingkungan kerjanya. 

Pasal 85 

(1) Sekretaris Daerah Kota dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 

kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Gorontalo. 

(2) Sekretaris Daerah Kota berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan 

membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan 

pelaksana dilingkungan Sekretariat Daerah. 

BAB VI 

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 86 

(l) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon Ila atau jabatan 

pimpinan tinggi pratama. 

(2) Asisten merupakan jabatan struktural eselon Ilb atau jabatan pimpinan 

tinggi pratama. 

(3) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan 

administrator. 

(Hy Kepala Subbagian, merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan 

pengawas. 

Pasal 87 

Pejabat struktural pada Sekretariat Daerah Kota Gorontalo diangkat dan 

diberhentikan oleh Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- 

undangan yang berlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 88 

Fada saat Peraturan Walikota Gorontalo ini mulai berlaku, jabatan yang ada 

beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan 

fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru 

berdasarkan Peraturan Walikota ini. 
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B A B V I I I 

K E T E N T U A N P E N U T U P 

Pasa l 89 

Pada saat Pimaturan Wal ikota in i mu la i berlalcu Pera turan Wal ikota Nomor 27 

T a h u n 2016 tentang Kedudukan , S u s u n a n Organisas i , Tugas dan Fungs i , Ser ta 

T a t a Ker ja Sekretar iat Daerah Kota Gorontalo (Ber i ta Daerah Kota Gorontalo 

T a h u n 2016 Nomor 27) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Wal ikota 

Nomor 23 T a h u n 2018 (Beri ta Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2016 Nomor 23) 

dicabut dan 'dinyatakan t idak ber laku. 

Pera turan Wal ikota in i mu la i ber laku pada tanggal 2 J a n u a r i 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

V/'alikota in i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

Pasa l 90 

Di tetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 23 lesessi -^ x 

•WALIKOTA GORONTALO, ' ^ 

2019 

M A R T E N A . T A H A 

Diundangkan di Gorontalo 

piada tangga], 23 "» • • & K L e r 2019 

S E K R E T A R I S D. 

I S M . 

H K O T A G O R O N T A L O , 

B E R I T A D A E : R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2019 N O M O R 4 . 5 
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BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 89 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 27 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 

Nomor 23 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 23) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 90 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 23 resent:r 2019 

ALIKOTA GORONTALO, , 

kh 
AR EN A. TAHA 

ad 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tangga) 23 Yesenber 2019 

SEKRETARIS D H KOTA GORONTALO,     

    ISM MADJID 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 43 

  

KABAG 
UNIT KERJA HUKUM ASISTEN | SEKDA 
  

        & 812 1,  



LAMPIRAN 
P E R A T U R A N WAL IKOTA GORONTALO 
NOMOR 4'5 T A H U N 2019 
T E N T A N G 
K E D U D U K A N , SUSUNAN ORGANISAS I , T U G A S DAN 

WALIKOTA 

WAKIL WALIKOTA 

F U N G S I , S E R T A TATA K E R J A S E K R E T A R I A T 
D A E R A H K O T A G O R O N T A L O 

S E K R E T A R I S DAERAH 

BAGIAN 
PEMERINTAHAN 

S U B B A G I A N 

A D M I N I S T R A S I 

P E M E R I N T A H A N 

S U B B A G I A N 

A D M I N I S T R A S I 

K E W I L A Y A H A N 

S U B B A G I A N K E R J A 
S A M A D A N 

O T O N O M I D A E R A H 

ASISTEN 
PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

ASISTEN 
PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN 
ASISTEN 

ADMINISTRASI UMUM 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

BAGIAN 
K E S E J A H T E R A A N 

R A K Y A T 

S U B B A G I A N B I N A 

M E N T A L S P I R I T U A L 

S U B B A G I A N 

K E S E J A H T E R A A N 

S O S I A L 

S U B B A G I A N 

K E S E J A H T E R A A N 

M A S Y A R A K A T 

BAGIAN HUKUM 

S U B B A G I A N 

P E R U N D A N G -

U N D A N G A N 

S U B B A G I A N 

B A N T U A N H U K U M 

S U B B A G I A N 

D O K U M E N T A S I D A N 

I N F O R M A S I 

BAGIAN 
PEREKONOMIAN 

DAN SUMBER 
DAYA ALAM 

S U B B A G I A N 
P E M B I N A A N B U M D 

D A N B L U D 

S U B B A G I A N 

P E R E K O N O M I A N 

S U B B A G I A N 
S U M B E R D A Y A 

A L A M 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN 

S U B B A G I A N 

P E N Y U S U N A N 

P R O G R A M 

S U B B A G I A N 

P E N G E N D A L I A N 

P R O G R A M 

S U B B A G I A N 

E V A L U A S I D A N 

P E L A P O R A N 

BAGIAN 
PENGADAAN 
BARANG DAN 

JASA 

S U B B A G I A N 

P E N G E L O L A A N 

P E N G A D A A N 

B A R A N G D A N J A S A 

S U B B A G I A N 
P E N G E L O L A A N 

L A Y A N A N 
P E N G A D A A N S E C A R A 

F I E K I R O N T K 

S U B B A G I A N 

P E M B I N A A N D A N 

A D V O K A S I 

P E N G A D A A N 

B A R A N G D A N J A S A 

BAGIAN UMUM 

S U B B A G I A N T A T A 

U S A H A P I M P I N A N , 

S T A F A H L I D A N 

K E P E G A W A I A N 

S U B B A G I A N 

K E U A N G A N 

S U B B A G I A N R U M A H 

T A N G G A D A N 

P E R L E N G K A P A N 

BAGIAN 
ORGANISASI 

S U B B A G I A N 

K E L E M B A G A A N D A N 

A N A L I S I S J A B A T A N 

S U B B A G I A N 

P E L A Y A N A N P U B L I K 

D A N T A T A L A K S A N A 

S U B B A G I A N 

K I N E R J A D A N 

R E F O R M A S I 

B I R O K R A S I 

BAGIAN 
PROTOKOL DAN 

KOMUNIKASI 
PIMPINAN 

S U B B A G I A N 

P R O T O K O L 

S U B B A G I A N 

K O M U N I K A S I 

P I M P I N A N 

W A L I K O T A G O R O N T A L O , 

rr . ' 
M A R T E N A . T A H A 

  

WALIKOTA 
  

WAKIL WALIKOTA       

    
SEKRETARIS DAERAH 

      

LAMPIRAN 
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 
NOMOR 45 TAHUN 2019 
TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
FUNGSI, 
DAERAH KOTA GORONTALO an ma LM RA 

SERTA TATA KERJA 
TUGAS DAN 

SEKRETARIAT 

  

  

| 
  

      

  

    

      

  

— 
| 
  

  

  
  

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

    

    
  

  

    
  

  

    

  

| $ WALIKOTA GORONTALO, 

  ak AL 

                    

ASISTEN ASISTEN 

PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN ASISTEN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT PEMBANGUNAN ADMINISTRASI UMUM 

—r T TI 
E 1 — cc 1 1 I 1 1 

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN 

BAGIAN KESEJAHTERAAN BAGIAN HUKUM PEREKONOMIAN e ADMINISTRASI | PENGADAAN BAGIAN UMUM BAGIAN PROTOKOL DAN 

PEMERINTAHAN RAKYAT DAN SUMBER PEMBANGUNAN BARANG DAN ORGANISASI KOMUNIKASI 

DAYA ALAM JASA PIMPINAN 

SuB | SUBBAGIAN SUBBAGIAN TATA 
Kaki SUBBAGIAN BINA SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PENGELOLAAN USAHA PIMPINAN, SUSBASIAN, SUBBAGIAN MINISTRASI MENTAL SPIRITUAL PERUNDANG- PEMBINAAN BUMD” H PENYUSUNAN — PENGADAAN STAF AHLI DAN KELEMBAGAAN DAN PROTOKOL PEMERINTAHAN UNDANGAN DAN BLUD PROGRAM BARANG DAN JASA KEPEGAWAIAN ANALISIS JABATAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN MAAN s 1 PENGELOLAAN UBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
Pe KESEJAHTERAAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN””—- PENGENDALIAN — LAYANAN KEUANGAN PELAYANAN PUBLIK KOMUNIKASI 

SOSIAL BANTUAN HUKUM PEREKONOMIAN PROGRAM PENGADAAN SECARA DAN TATA LAKSANA PIMPINAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN KERIA SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN SUBBAGIAN RUMAH KINERJA DAN BASIAN 

AMA DAN KESEJAHTERAAN DOKUMENTASI DAN SUMBER DAYA - EVALUASI DAN - ADVOKASI TANGGA DAN REFORMASI DOKUMENTASI 
OTONOMI DAERAH MASYARAKAT INFORMASI ALAM PELAPORAN PENGADAAN PERLENGKAPAN BIROKRASI RIMEINAN 

BARANG DAN JASA                                     Pd 

    

MARTEN A. TAHA 

ne 

 


